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MOTTO 

        

        

                 

              

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang 

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana 

Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. 

Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah 

dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi 

sedikit pun dari pada hutangnya..... (Q.S. Al-Baqarah:282)
1

1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: J-Art, 2005), 

Q.S. Al-Baqarah 282. 
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ABSTRAK 

Sakinatul Hakiki, Fauzan, 2023: Analisis Akuntabilitas dan Transparansi 

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Nurul Hasan 

Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 

Kata Kunci: Bantuan Operasional Sekolah, Akuntabilitas, Transparansi 

Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah 

menjamin terselenggaranya wajib belajar, salah satu upayanya dengan 

mengadakan sebuah inovasi dalam sebuah bidang pendanaan yang disebut dengan 

istilah dana bantuan operasional sekolah (BOS). Melalui dana bantuan operasional 

sekolah (BOS) peserta didik akan dibebaskan dari beban biaya operasional 

sekolah. Program BOS ini bertujuan untuk memberikan bantuan dalam 

mengoperasikan sekolah dan meringkan beban masyarakat luas terhadap 

pembiayaan pendidikan agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar 

sembilan tahun yang bermutu. Adanya program dana bantuan operasional sekolah 

(BOS), sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan 

biaya-biaya pendidikan tersebut secara transparan kepada masyarakat dan 

pemerintah. Pengelolaan dana baik dari pemerintah maupun masyarakat harus 

dilandasi dengan akuntabilitas dan transparansi. Dengan pengelolaan dana yang 

akuntabel dan transparan, masyarakat dapat mengetahui dana sekolah yang telah 

dibelanjakan dan digunakan. 

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti memfokuskan 

penelitian dengan lingkup yaitu: 1. Bagaimana penerapan akuntabilitas dalam 

pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada SMK Nurul Hasan?., 2. 

Bagaimana penerapan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan operasional 

sekolah pada SMK Nurul Hasan?. 

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui penerapan prinsip 

akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada SMK Nurul 

Hasan., 2. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi pengelolaan dana 

bantuan operasional sekolah pada SMK Nurul Hasan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Serta analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk menguji keabsahan data 

menggunakan triangulasi sumber. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Penerapan akuntabilitas dalam 

pengelolaan dana BOS di SMK Nurul Hasan sudah cukup baik dengan adanya 

pembuatan dokumentasi dari setiap hasil anggaran kegiatan, dan juga kegiatan 

pelaporan untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana sudah sesuai 

dengan aturan yang telah ditetapkan. 2. Penerapan transparansi dalam pengelolaan 

dana BOS pada SMK Nurul Hasan sudah berjalan cukup baik karena sudah sesuai 

dengan petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, yaitu 

dengan adanya keterbukaan dan keterlibatan semua komponen sekolah yang 

berkepentingan mulai dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan serta 

tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Pendidikan merupakan upaya permulaan yang terkonsep demi 

menciptakan situasi proses belajar mengajar siswa menjadi lebih giat dan bisa 

menumbuhkan kemampuan diri untuk mempunyai nilai-nilai spiritual, 

pengendalian diri, perilaku, intelek, berakhlak, serta keahlian yang 

dibutuhkan olehnya, masyarakat, bangsa serta negara. Pendidikan menjadi 

suatu hal yang mahal bagi masyarakat ekonomi rendah dikarenakan adanya 

biaya Pendidikan. Biaya pendidikan menjadi salah satu hal penting dalam 

memenuhi keperluan operasional sekolah, termasuk didalamnya upaya 

sekolah dalam memenuhi keperluan investasi, operasional, dan personal.
2
 

Pendidikan dinilai sangat penting karena melalui pendidikan akan 

diperoleh kemajuan diberbagai bidang kehidupan (sosial, ekonomi, politik 

dan budaya). Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga 

Negara dalam memperoleh pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup 

bangsa Indonesia, artinya pemerintah bertanggung jawab dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum yang 

tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945. Pendidikan menjadi tolak ukur suatu 

pemerintah yang berkembang, sehingga pemerintah membuat beberapa 

                                                           
2 Rusman dan Muhammad Yahya, “Analisis Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan 

Dana BOS pada UPT SDI 54 Kepulauan Selayar,” Jurnal Ilmiah Pena 13, no. 02 (November, 

2022). 



2 

 

 

kebijakan-kebijakan yang dapat digunakan dalam meningkatkan mutu 

pendidikan.
3 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 6 ayat 1 menyatakan “setiap warga negara yang berusia 7-15 

tahun wajib mengikuti Pendidikan dasar.
4
 Pendidikan merupakan sesuatu 

yang harus diikuti oleh semua orang. Karena dengan pendidikan orang akan 

memiliki kompetensi untuk menjawab tantangan-tantangan global dalam 

kehidupan. Namun di era globalisasi saat ini pendidikan menjadi sesuatu yang 

mahal bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin atau ekonomi kebawah. 

Pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional yang 

harus dilakukan adalah dengan memberikan pendanaan pendidikan. 

Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah 

daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar mengupayakan 

terlaksanakan wajib belajar, salah satu upayanya dengan mengadakan sebuah 

inovasi dalam bidang pendanaan yang disebut dengan istilah dana BOS.
5
 

Salah satu program program pemerintah di bidang pendidikan yang mendapat 

alokasi anggaran cukup besar adalah program dana BOS. Melalui dana BOS 

peserta didik akan dibebaskan dari beban biaya operasional sekolah. Dana 

BOS adalah bantuan dari pemerintah pusat kepada semua sekolah SD/MI, 

SMP/MTs dan SMA/MA. Melalui dana BOS peserta didik akan dibebaskan 

dari beban biaya operasional sekolah. Program BOS ini bertujuan untuk 

                                                           
3 Desak Made Indah Paramitha Sari, “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana 

BOS pada SLB Negeri 2 Denpasar,” Jurnal Akuntansi 11, no. 1 (April, 2022). 
4 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
5 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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memberikan bantuan dalam mengoperasikan sekolah dan meringankan beban 

masyarakat luas terhadap pembiayaan pendidikan agar mereka memperoleh 

layanan pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu.
6
 

Adanya program dana BOS, sekolah dituntut kemampuannya untuk 

dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta 

mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan tersebut 

secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan dana baik 

dari pemerintah maupun masyarakat harus dilandasi dengan akuntabilitas dan 

transparansi. Dengan pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan, 

masyarakat dapat mengetahui dana sekolah yang telah dibelanjakan dan 

digunakan. Sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Bab 

XIII mengenai pendanaan pendidikan, bagian ketiga mengenai pengelolaan 

dana pendidikan pasal 48 ayat (1), berbunyi bahwa pengelolaan dana 

pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efesiensi, transparansi dan 

akuntabilitas publik. Artinya pengelolaan dana dalam pendidikan pendidikan 

yang berawal dari pemerintah maupun masyarakat harus dilandasi dengan 

prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas sangat penting 

dalam pengelolaan keuangan di sekolah. Akuntabilitas dibutuhkan utuk 

menjadikan laporan keuangan sekolah menjadi berkualitas dan dapat 

dipercaya.
7
 

                                                           
6 Ida Ayu Putu Ari Krisnayanti, dkk, “Analisis Persepsi Stakeholder dan Internal dan 

Eksternal Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pengelolaan Dana BOS 

di SMP Negeri 1 Banjar Tahun 2013,” Jurnal Pendidikan Ekonomi 4, No. 1 (2014): 2. 
7 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal 
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Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) 

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan 

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
8
 Akuntabilitas 

dalam hal ini yaitu sikap pertanggungjawaan terhadap penggunaan dana 

sekolah sehingga menghasilkan laporan keuangan sekolah yang dapat 

dipercaya dan berkualitas. Akuntabilitas yang dilakukan oleh sekolah harus 

baik karena akuntabilitas yang baik menunjukkan bahwa sekolah sebagai 

pelaksana pendidikan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan 

berkinerja dengan baik sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik. 

Sekolah yang melakukan pengelolaan dana yang baik sudah tentu akan 

akuntabel.  

Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan 

informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik 

kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.
9
 Dalam hal ini 

menandakan bahwa pengelolaan dana sekolah memang harus bersifat terbuka 

untuk semua pihak yang berkepentingan. Terbuka untuk dapat mengetahui 

apa yang telah dilakukan sekolah dengan dana tersebut dan manfaat yang 

dirasakan. Transparansi dilakukan dari mulai penganggaran sampai kepada 

pertanggungjawaban yang memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan 

mengetahui dan mendapatkan informasi terkait dengan dana tersebut. Sekolah 

                                                           
8 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), 20. 
9 Mahmudi, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: UII Press, 2011), 17-18. 
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akan melakukan sosialisasi dan bahkan bersama sama melakukan pembuatan 

anggaran sekolah (RAPBS), dan di akhir tahun ajaran sekolah akan membuat 

laporan keuangan yang harus diketahui oleh yang berkepentingan baik 

internal maupun eksternal. 

Pengelolaan pendidikan di banyak sekolah masih terkesan tertutup 

bagi pihak luar. Masyarakat, orang tua murid seolah-olah tidak banyak yang 

mengetahui seluk beluk pengelolaan pendidikan di sekolah. Pengelolaan yang 

dianggap tidak transpraran dan akuntabel berdampak negatif terhadap 

perkembangan sekolah. Namun pengelolaan keuangan dana BOS pada 

faktanya di banyak daerah masih buruk. Penyalahgunaan dan penggelapan 

dana BOS dilakukan oleh oknum sekolah, dinas pendidikan atau kelompok 

kerja sekolah. Berkaca dari minimnya laporan penggunaan dana BOS yang 

masuk ke Kemendikbud pada tahun 2019, yakni hanya sebesar 53%.
10

 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti di SMK Nurul Hasan 

diperoleh informasi terkait ketidakpastian pencairan dana BOS kepada 

sekolah. Seharusnya pencairan dana BOS sebelum atau paling tidak di awal 

bulan di triwulan tersebut. Tetapi kenyataan dilapangan, pencairan dana BOS 

sering sekali terlambat. Dana BOS triwulan 1 (Januari-Maret) seharusnya cair 

pada awal bulan Januari atau sebelum dana tersebut digunakan.  

Dalam kenyataanya dana BOS triwulan I sering sekali cair pada 

pertengahan bulan Februari atau bahkan awal bulan Maret. Hal yang 

menyebabkan keterlambatan pencairan dana BOS di salah satu SMK Nurul 

                                                           
10 Syarief Oebaidillah, “Pengelolaan Dana BOS Dinilai masih Lemah”, diakses dari 

https://m.mediaindonesia.com/read/detail/260085-pengelolaahan-dana-bos-dinilai-masih-lemah/, 

pada tanggal 08 maret 2023, 22:00 WIB 
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Hasan yaitu Laporan Penggunaan dana BOS di SMK Nurul Hasan terlambat 

dilaporkan kepada tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota sehingga tim 

Manajemen BOS Provinsi terlambat menerima pengiriman data pencairan 

Dana BOS Hal ini berakibat terhambatnya kegiatan disekolah. Dana sekolah 

yang harusnya bisa dibiayai BOS pada bulan Januari baru bisa terealisasi 

pada bulan Maret saat BOS sudah cair. 

Penelitian Adinda Amalia Putri Tanjung, dkk, tahun 2022 dengan 

hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap efektvitas pengelolaan dana BOS. Transparansi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana 

BOS. Orang Tua berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas 

pengelolaan dana BOS. Maka dapat diartikan bahwa baik atau tidanya 

akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi orang tua dari sekolah mempunyai 

pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, sehingga akuntabilitas, 

transparansi, dan partisipasi orang tua yang dilakukan oleh sekolah perlu 

untuk dijaga dan ditingkatkan.
11

 Penelitian kedua yang dilakukan oleh Putri 

Ayu Larasati tahun 2021, dengan hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa 

Akuntabilitas pengelolaan DAK Non Fisik di KB Negeri Pelangi sudah 

akuntabel, dapat dilihat dari bentuk laporan pertanggung jawaban yang telah 

disusun sesuai dengan Permendikbud No 13 Tahun 2020, laporan 

pertanggung jawaban tersebut juga diserahkan kepada dikmas yang kemudian 

diaudit oleh BPK, (2) Transparansi Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 

                                                           
11 Adinda Amalia Putri Tanjung, dkk, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi 

Orang Tua Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD 

dan SMP,” Jurnal Syantax Admiration 3, no. 8 (Agustus, 2022). 
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10, Nomor 7, Juli 2021 16 pengelolaan DAK Non Fisik di KB Negeri Pelangi 

sudah terlihat transparan, dibuktikan dengan adanya keterlibatan guru dalam 

penyusunan RKAS dan keterbukaan informasi terkait dengan penerimaan dan 

pengeluaran DAK Non Fisik pada pihak komite sekolah, (3) Efektivitas 

pengelolaan DAK Non Fisik dinilai sudah cukup efektif karena sekolah dapat 

memenuhi kebutuhan operasional sekolah meskipun JUNKIS sempat 

mengalami perubahan karna pandemi covid-19 namun sekolah masih bisa 

mengikuti perubahan tersebut dan menggunakan dana bantuan semaksimal 

mungkin agar manfaatnya dapat dirasakan oleh tenaga didik maupun peserta 

didik meskipun pembelajaran tidak dilakukan dengan tatap muka secara 

langsung, (4) Efisiensi pengelolaan DAK Non Fisik dinilai sudah cukup 

efisien karena sekolah sejauh ini belum pernah mengalami hambatan yang 

menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan LPJ dan juga sekolah belum 

pernah mendapat keluhan baik dari pihak eksternal maupun internal.
12

 

Observasi peneliti, pengelolaan dana BOS pada SMK Nurul Hasan 

masih memiliki masalah dalam hal akuntabilitas. Pihak sekolah tidak 

memiliki tenaga adminstrasi, sehingga harus dilakukan oleh guru kelas atau 

guru mata pelajaran yang tidak memiliki pengetahuan/kompeten tentang 

mengenai akuntansi ataupun perpajakan secara spesifik. Hal ini menjadi 

permasalahan karena dana yang dikelola dana BOS ini tidak sedikit dan 

menyangkut kepentingan orang banyak dan berdampak pada akuntabilitas 

pengelolaan dana BOS. 

                                                           
12 Putri Ayu Larasati, “Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi dalam 

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Paud di KB Negeri Pelangi,” Jurnal Ilmu 

dan Riset Akuntansi 10, no.7 (Juli, 2021). 



8 

 

 

Melihat pentingnya tentang transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk diteliti dan dapat kita 

lihat jumlah anak yang putus sekolah semakin meningkat karena faktor biaya. 

Penelitian ini dipilih karena sudah banyak kasus-kasus tentang terjadinya 

penyalahgunaan dan penggelapan dana BOS di daerah yang bahkan sulit 

dijangkau oleh pemerintah. 

Dengan ini penulis ingin meneliti “Analisis Akuntabilitas dan 

Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SMK 

Nurul Hasan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso Tahun 2022”. 

B. Fokus Penelitian 

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah 

fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang 

akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus 

disusun secara singkat, tegas, spesifik, dan operasional yang dituangkan 

dalam bentuk kalimat tanya.
13

 Adapun fokus penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana Pengelolaan Dana BOS pada SMK Nurul Hasan? 

2. Bagaimana Penerapan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS pada 

SMK Nurul Hasan? 

3. Bagaimana Penerapan Transparansi dalam Pengelolaan Dana BOS pada 

SMK Nurul Hasan? 

 

 

                                                           
13 Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember, IAIN Jember Press, 2019), 45. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan salah satu bentuk gambaran tentang arah 

yang akan dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian. Tujuan penelitian 

ini harus mengacu kepada permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana BOS pada SMK Nurul Hasan. 

2. Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana 

BOS pada SMK Nurul Hasan. 

3. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi pengelolaan dana 

BOS pada SMK Nurul Hasan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan peneliti yakni agar berguna untuk 

hal-hal berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang 

Akuntabilitas dan Transparansi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 

SMK Nurul Hasan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

dijadikan sebagai bahan kajian bagi para pemangku kepentingan, antara 

lain: 
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a. Bagi Penulis 

Penelitian ini digunakan untuk melengkapi persyaratan 

memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Program Studi Akuntansi Syariah dan menambah wawasan 

pengetahuan serta pengembangan ilmu pengetahuan yang peneliti 

peroleh di bangku kuliah. 

b. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa 

wawasan dibidang sektor publik, serta menambah kepustakaan UIN 

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam, sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian-

penelitian selanjutkanya. 

c. Bagi Instansi/SMK Nurul Hasan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan 

dalam menganalisis Akuntabilitas dan Transparansi dana BOS pada 

SMK Nurul Hasan serta berguna sebagai bahan informasi bagi tim 

manajemen BOS dalam mengevaluasi pengelolaan dana BOS yang 

lebih efektif. 

E. Definisi Istilah 

1. Akuntabilitas 

Mardiasmo menerangkan bahwa pengertian akuntabilitas adalah 

kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan 

pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan 
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segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada 

pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan 

untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
14

 

Akuntabilitas sebagai prinsip yang menjaminkan bahwa 

pertangungjawaban dilakukan secara terbuka kepada pihak yang 

berwenang atas setiap kegiatan atau pengelolaan keuangan secara 

perorangan maupun lembaga. Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan 

dana BOS merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan di 

lingkungan sekolah. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan 

dana BOS diartikan sebagai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan 

keuangan sekolah itu sendiri.
15

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan Akuntabilitas 

adalah pertanggungjawaban terhadap pemasukan, pengeluaran dan 

penggunaan uang sekolah kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah 

sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. 

2. Transparansi 

Menurut Mardiasmo transparansi berarti keterbukaan (open 

prosess) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan 

aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan 

                                                           
14 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), 20. 
15 Rusman, “Analisis Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS Pada UPT 

SDI 54 Kepulauan Selayar,” Ilmiah Pena 13, no. 02 (November, 2022): 33. 
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informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk 

pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
16

 

Transparansi, Transparan berarti ada keterbukaan. Transparan di 

bidang pengelolaan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu 

kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang pengelolaan keuangan yang 

transparan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan 

lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan baik itu dari 

sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan 

pertanggungjawabannya yang jelas dan dapat mempermudah pihak-pihak 

yang berkepentingan untuk mengetahui dan memahami. Transparansi 

keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan atau 

partisipasi orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan 

seluruh program di lembaga pendidikan. Di samping itu transparansi 

dapat menciptakan kepercayaan (trust) timbal balik antara pemerintah, 

masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan 

informasi dan menjamin kemudahan di dalam 

memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
17

 

Berdasarkan pendapat di atas bahwa transparansi adalah 

keterbukaan maksutnya dalam dana bos merujuk pada prinsip bahwa 

semua pengeluaran dana bos harus dilakukan secara terbuka dan jujur, 

sehingga semua orang yang terlibat dapat melihat dengan jelas bagaimana 

                                                           
16 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022), 30. 
17 Siswanto, Prinsip Dan Implementasi Dalam Penggalian Pendapatan (Jakarta: Gunung 

Samudera, 2013), 13. 
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dana tersebut digunakan. Transparansi keuagan adalah keterbukaan yang 

dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan 

pemerintah khususnya dalam manajemen keuangan yang sumber dananya 

dapat diketahui dan dimanfaatkan sebagai informasi keuangan. 

3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu 

penyediaan pendanaan biaya operasional maupun biaya non personalia 

sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah dikomandani oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana dalam 

pelaksanaannya, penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib 

berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang 

diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 

Kementerian Agama sebagai kementerian teknis yang bertanggungjawab 

dalam pelaksanaan dan pelaksanaan program BOS. 

F. Sistematika Pembahasan 

Adapun pembahasan dalam penelitian ini terdari dari lima bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan, bab ini merupakan dasar dalam sistematika 

penelitian skripsi, yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. 

BAB II: Kajian Kepustakaan, bab ini berisi tentang penelitian dahulu 

sebagai perbandingan untuk menyusun kepustakaan dan kajian teori sebagai 

pendukung karya ilmiah ini, yaitu tentang Analisis Akuntabilitas dan 
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Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada 

SMK Nurul Hasan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso Tahun 2022. 

BAB III: Metode Penelitian, bab ini membahas tentang pendekatan-

pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subyek 

penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-

tahap penelitian yang digunakan. 

BAB IV: Penyajian Data dan Analisis, dalam bab ini membahas 

tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran obyek penelitian, penyajian 

data dan analisis serta pembahasan temuan. 

BAB V: Penutup, pembahasan pada bab terakhir ini adalah menarik 

kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya, yang kemudian 

menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian 

dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait dalam 

penelitian skripsi secara khusus, ataupun pihak-pihak yang membutuhkan 

penelitian ini secara umum. 

  



 

15 

BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian Fauzan dan Nurul Setianingrum yang berjudul “Implementasi 

Pengelolaan Dana Bos Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di 

Kabupaten Jember.” Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam 

Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary. (Universitas Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember, 2023). 

pentingnya penyaluran anggaran bagi setiap sekolah di berbagai 

daerah khususnya Kabupaten Jember. Pendidikan yang berhasil tidak akan 

pernah tercapai tanpa peran aktif dari pemerintah. Peran yang dimaksud 

ialah berupa penyaluran sumber dana untuk pembiayaan kebutuhan 

Pendidikan. Kegiatan ini mencoba mengungkapkan lebih dalam terkait 

bagaimana implementasi pengelolaan Dana BOS serta pendistribusiannya 

yang sangat dibutuhkan masyarakat yang bersumber dari Dinas 

Pendidikan Kabupaten Jember. Sedangkan untuk tujuan dari kegiatan ini 

ialah menjawab permasalahan yang dirumuskan sebelumnya yakni terkait 

dengan pengelolaan dana Bos guna meningkatkan mutu pendidikan. 

Adapun khalayak sasaran pada kegiatan ini para pegawai Dinas 

Pendidikan Kabupaten Jember. Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan 

melalui teknik wawancara in dept interview ditemukan bahwa Pengelolaan 

Dana Bos di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember telah dijalankan sesuai 

peraturan pemerintah dan pada pendistribusiannya tidak terdapat hambatan 
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yang berat. Selain itu, Dinas Pendidikan Jember juga melakukan beberapa 

upaya guna kelancaran proses pengelolaan Dana Bos seperti pengadaan 

seminar, workshop, dan program-program lainnya yang sangat bermanfaat 

dalam hal transparansi, dan kelancaran pengelolaan Dana Bos itu sendiri. 

Sehingga berdasarkan hal tersebut, masyarakat tidak mengalami kesulitan 

dan merasa sangat puas baik dalam hal pelayanan ataupun dari segi 

pembimbingan.
18

 

2. Penelitian Monika Yosefa Ega Wele yang berjudul “Pengaruh 

Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Pertanggungjawaban 

Keuangan Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana BOS.” Jurnal Ilmu dan 

Riset Akuntansi. (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) 

Surabaya, 2022). 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas dan 

transparansi pertanggungjawaban pelaporan keuangan terhadap 

pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lokasi dari 

penelitian ini adalah SMP Negeri Satu Atap Wae Ratun. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui 

penyebaran kuisioner kepada responden. Untuk data sekunder dalam 

penelitian ini berupa dokumen, seperti catatan penyaluran dana BOS dan 

catatan pembelanjaan dana BOS. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah purposive sampling. Metode analisis yang 

                                                           
18 Fauzan dan Nurul Setianingrum, “Implementasi Pengelolaan Dana Bos Dalam Meningkatkan 

Mutu Pendidikan Di Kabupaten Jember,” Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam 

Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary 9, no. 1 (Agustus, 2023). 
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digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan 

software SPSS (Statistical Product and Service Solution).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Akuntabilitas 

berpengaruh terhadap pengelolaan dana BOS, artinya dengan adanya 

akuntabilitas sekolah dapat dikatakan bertanggungjawab atas pengelolaan 

dana BOS. Sehingga sekolah dapat meningkatkan kualitas dalam 

pelaporan pertanggungjawaban keuangan, serta memperoleh kepercayaan 

dari orangtua peserta didik, masyarakat, dan juga pemerintah. (2) 

Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana BOS, artinya 

pelaksanaan pengelolaan dana BOS tidak bersifat terbuka bagi masyarakat 

dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta 

tidak mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.
19

 

3. Penelitian Siti Aminatun Naslikhah yang berjudul “Akuntabilitas Dan 

Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 

Pada SDN Sawocangkring, Wonoayu, Sidoarjo.” Journal of Sustainability 

Business Research. (Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, 2022). 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengetahui 

akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan BOS pada SDN 

Sawocangkring. Bentuk penelitian yang dilakukan yaitu penelitian 

deskriptif kualitatif bersumber dari data primer, ditemukan dengan cara 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis data memakai 

validasi melalui trianggulasi sumber dan teknik. Hasil analisis 

                                                           
19 Monika Yosefa Ega Wele, “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan 

Pertanggungjawaban Keuangan Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana BOS,” Jurnal Ilmu dan 

Riset Akuntansi 11, no. 5 (Mei, 2022). 
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menunjukkan bahwa penanganan dana BOS yang dilaksanakan SDN 

Sawocangkring sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

kebudayaan No. 8 Tahun 2020, dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip 

yang baik menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 6 

Tahun 2018. Bantuan Operasional Sekolah dimanfaatkan sebagai program 

sekolah dikelola secara akuntabel serta transparan. Bentuk transparansi 

dalam pengelolaan dana BOS yaitu sekolah telah menempelkan rencana 

kegiatan serta anggaran sekolah yang sudah disahkan pada papan 

informasi yang ada disekolah.
20

 

4. Penelitian Reny Arinda yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber 

Daya Manusia Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Internal 

Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) Di SMA Dan SMK Negeri Di Kota 

Pekanbaru.” Management Studies and Entrepreneurship Journal. 

(Universitas Riau, 2022). 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi 

sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian 

internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana bantuan 

operasional sekolah (BOS) di SMA/SMK Negeri di kota pekanbaru. Jenis 

penelitian ini adalah kuantitatif, data yang digunakan adalah data primer. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola dana bantuan operasional 

sekolah (BOS) sebanyak 140 orang dari 28 sekolah SMA/SMK Negeri di 

                                                           
20 Siti Aminatun Naslikhah, dkk, “Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana 

Bantuan Operasional Sekolah Pada SDN Sawocangkring, Wonoayu, Sidoarjo,” Journal of 

Sustainability Business Research 3, no. 3 (September, 2022). 
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kota Pekanbaru. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

teknik sampling atau sensus. Metode pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah melalui kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah 

menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kompetensi sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dan 

sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
21

 

5. Penelitian Desak Made Indah Paramitha Sari yang berjudul “Analisis 

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS pada SLB Negeri 

2 Denpasar.” Jurnal Akuntansi. (Politeknik Nasional Denpasar, 2022). 

SLB Negeri 2 Denpasar merupakan salah satu Sekolah Luar Biasa 

yang memfasilitasi anak berkebutuhan khusus yang juga mendapatkan 

perhatian berupa dana BOS dari pemerintah. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi dan 

juga akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS pada masa pandemic 

COVID-19 di SLB Negeri 2 Denpasar. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data 

dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemberian Dana 

BOS berdasarkan seluruh jumlah siswa yang berjumlah 179 siswa. 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 396 orang dengan sampel 

menggunakan Purposive Sampling sebanyak 9 oramg. Hasil penelitian 

                                                           
21 Reny Arinda, dkk, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Partisipasi Masyarakat Dan 

Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) Di SMA Dan SMK Negeri Di Kota Pekanbaru,” Management Studies 

and Entrepreneurship Journal 3, no. 6 (2022). 
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bahwa penerapan prinsip transparansi pada SLB Negeri 2 Denpasar sudah 

transparan dilihat dari keterbukaan dalam perencanaan menyusun RKAS , 

dalam penggunaan penerimaan dana BOS dan publikasi laporan 

penggunaan dana BOS yang dilaporkan setiap tahun. Penerapan prinsip 

akuntabilitas pada SLB Negeri 2 Denpasar dapat dilihat dalam bentuk 

pertanggung jawaban secara terbuka kepada semua pihak yang terlibat. 

Mulai dari perencanaan dana BOS, penggunaan dana BOS yang sudah 

sesuai dengan perubahan juknis pada masa Covid-19 yang ditetapkan 

pemerintah pusat, pertanggung jawaban dana BOS yang dilaporkan 

kepada pihak internal dan eksternal, dan juga pengarsipan dokumen dana 

BOS yang diarsipkan oleh bendahara BOS. Adapun manfaat dari 

penelitian ini untuk memberikan rasa saling percaya antara berbagai pihak 

dan keterbukaan laporan keuangan yang dapat dipertangungjawabkan.
22

 

6. Penelitian Rusman dan Muhammad Yahya yang berjudul “Analisis 

Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bos pada UPT 

SDI 54 Kepulauan Selayar.” Jurnal Ilmiah Pena. (Universitas Patomp, 

2022). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS pada UPT SDI 54 

Kepulauan Selayar. Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan 

model analisis interaktif. Penelitian ini dilakukan di UPT SDI 54 

Kepulauan Selayar. Sumber data primer diperoleh melalui proses 

                                                           
22 Desak Made Indah Paramitha Sari, “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana 

BOS pada SLB Negeri 2 Denpasar,” Jurnal Akuntansi 11, no. 1 (April, 2022). 
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wawancara dengan pihak yang berkompeten yaitu kepala sekolah dan 

bendahara BOS. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui observasi 

dari pihak ketiga atau dokumen-dokumen penunjang dan dokumentasi 

yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 

1) Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS pada UPT SDI 54 

Kepulauan Selayar sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat 

dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS berupa 

laporan yang disetorkan sekolah kepada dinas pendidikan setempat. 2) 

Prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS pada UPT SDI 54 

Kepulauan Selayar telah diterapkan dengan baik. Dengan adanya 

keterbukaan informasi mulai dari perencanaan penyusunan RAPBS 

dengan tim manajemen BOS hingga adanya pemaparan penggunaan dana 

BOS dan realisasinya yang ditempel di papan informasi sekolah.
23

 

7. Penelitian Triana Rosalina Noor dan Era Monita yang berjudul “Efisiensi 

Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Masa Pandemi 

Covid-19.” Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan (JDMP). (STAI An 

Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo, 2021). 

Pandemi Covid-19 yang terjadi membawa dampak pada 

keberlangsungan lembaga pendidikan. Menyikapi hal tersebut, 

pemerintah mengambil kebijakan terkait fleksibilitas penggunaan dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi lembaga pendidikan untuk 

digunakan berdasarkan analisis kebutuhan penting untuk dipenuhi. 

                                                           
23 Rusman dan Muhammad Yahya, “Analisis Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan 

Dana Bos pada UPT SDI 54 Kepulauan Selayar,” Jurnal Ilmiah Pena 13, no. 2 (November, 2022). 
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Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan topik 

mengenai efisiensi pengalokasian dana BOS dalam telaah konsep 

manajemen keuangan pendidikan. Hasil penelitian menggambarkan 

bahwa agar alokasi dana BOS bisa efisien maka harus memperhatikan dan 

mengutamakan prinsip manajemen keuangan yakni keadilan, efisiensi, 

transparansi dan akuntabilitas publik. Selain itu, proses perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian tetap dilakukan dengan 

baik sesuai dengan standar. Adapun faktor-faktor penunjang keberhasilan 

efisiensi dana BOS adalah faktor SDM, komunikasi, struktur organisasi 

yang jelas serta sikap dari pimpinan sebuah lembaga pendidikan. 

Harapannya penggunaan dana BOS ini bisa lebih berguna dan tepat 

sasaran untuk membiayai kebutuhan kegiatan pembelajaran lembaga 

pendidikan yang terdampak atas pandemi Covid-19.
24

 

8. Penelitian Syerlie Annisa yang berjudul “Perancangan dan Implementasi 

Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Web Untuk Meningkatkan 

Transparansi dan Akuntabilitas.” Sains dan Teknologi Informasi 

(SATIN). (STMIK Amik Riau, 2021). 

Sekolah memiliki tugas untuk mengelola keuangan berdasarkan 

prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang berlaku. Pengelolaan 

keuangan sekolah di SMA Negeri 2 Mandau seharusnya menerapkan 

prinsip keadilan dan efisiensi padahal anggaran yang ada diterima dari 

berbagai sumber dan dikeluarkan untuk beberapa pos. Untuk dapat 

                                                           
24 Triana Rosalina Noor dan Era Monita, “Efisiensi Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) Pada Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan (JDMP) 6, no. 1 

(2021). 
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mengatur arus kas dibutuhkan sebuah sistem informasi yang 

menghasilkan laporan keuangan yang real time yang mudah diakses 

bersama oleh berbagai pihak pengambil keputusan. Penelitian ini 

bertujuan membantu perancangan sistem informasi akuntansi berbasis 

web untuk mengatur realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan 

pengembangan sistem informasi keuangan sekolah berbasis web dengan 

tahapan penelitian menggunakan model waterfall. Setelah proses 

perancangan dan uji coba selesai, peneliti bekerja sama dengan pihak 

sekolah dalam memberikan pendampingan dan arahan dalam 

menggunakan sistem informasi tersebut. Dengan dirancangnya sistem 

informasi keuangan ini, staf keuangan dapat mengelola arus kas dengan 

mudah dan bagian terpenting adalah kepala sekolah dapat langsung 

mengakses laporan keuangan sehingga tercipta transparansi keuangan 

SMA Negeri 2 Mandau.
25

  

9. Penelitian Masruroh dan Somariah Fitriani yang berjudul “Evaluasi 

Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMK 

YPK Kesatuan Jakarta.” AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal. 

(Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, 2021). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa 

hambatan-hambatan dalam sosialisasi program BOS, implementasi 

program BOS dan manajemen pengelolaan program BOS di SMK YPK 

                                                           
25 Syerlie Annisa, dkk, “Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Web 

Untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas,” Sains dan Teknologi Informasi (SATIN) 7,  

no. 2 (Desember, 2021). 



24 

 

 

Kesatuan Jakarta, dengan menggunakan modelevaluasi kesenjangan 

(Discrepancy Model Evaluation). Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. 

Wawancara dilakukan dengan kepala Sekolah, bendahara BOS, guru, 

orang tua dan peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan ada 

kesenjangan dalam sosialisasi program BOS dan hambatan-hambatanya 

yaitu komunikasi yang kurang efektif , TIM BOS tidak memahami tugas 

dan fungsinya. Implementasi program BOS di SMK YPK Kesatuan 

Jakarta, 10 komponen sesuai juknis, 3 komponen terjadi ketimpangan 

antara juknis BOS dengan realisasi pembelanjaan yaitu pembelian alat 

multimedia pembelajaran, pembayaran honor guru, dan kegiatan praktek 

kerja industri. Manajemen pengelolaan dana BOS di SMK YPK Kesatuan 

Jakarta terjadi ketimpangan, peneliti tidak mendapatkan dokumen RKAS 

untuk dianalisis.
26

 

10. Penelitian Erna Puspitasari, Nur Ika Mauliyah dan Anam Miftakhul Huda 

yang berjudul “Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam 

Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa.” Jurnal Pemikiran & Penelitian 

Ekonomi. (IAIN Jember, 2019). 

Akuntabilitas publik adalah dasar utama dari proses tata kelola 

yang baik. Konsep tata kelola yang baik digunakan untuk menciptakan 

baik, demokrasi dan pemerintahan desa yang dapat dipercaya, pemerintah 

dengan akuntabilitas publik berarti bahwa pemerintah selalu bersedia 

                                                           
26 Masruroh dan Somariah Fitriani, “Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) Di SMK YPK Kesatuan Jakarta,” AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal 7, no. 2 

(Mei, 2021). 
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untuk account untuk semua kegiatan yang diamanatkan oleh orang-orang. 

Sebenarnya masih ada banyak lembagalembaga publik yang belum 

mengimplementasikan konsep tata kelola yang baik dalam sistem 

pemerintahan, terutama di akuntabilitas dana. Dana desa adalah bagian 

dari desa pendapatan berasal dari APBN. Dalam penggunaannya dana desa 

diprioritaskan untuk bidang pembangunan pedesaan dan bidang 

pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan 

akuntabilitas dana desa pada 2017 dalam mewujudkan pemerintahan yang 

baik di pemerintah desa Genengan, Kecamatan Doko, Kabupaten. 

Pengumpulan data dilaksanakan dengan pengamatan dan wawancara 

dengan pemerintah desa Genengan dan beberapa pemimpin masyarakat 

serta melihat kelengkapan dokumen manajemen dana desa. Data 

Diperoleh dari studi dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan 

membandingkan data yang terkait dengan dana desa akuntabilitas dalam 

mewujudkan pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data yang 

Diperoleh dari pengamatan langsung dan wawancara. Hasil studi ini 

menunjukkan bahwa akuntabilitas dana desa di desa Genengan telah 

memenuhi kriteria untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Dimana 

pemerintah desa telah melaksanakan Program dana desa sesuai dengan 

peraturan dan melibatkan unsur pemerintah, lembaga desa, dan masyarakat 

juga merasa dari hasil akuntabilitas pemerintah desa dengan selalu 
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menjadi terlibat dalam Rapat desa atau musrenbang dan sebagai pengawas 

atau pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan dana desa.
27

 

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan 

 

No Penulis Judul Persamaan  Perbedaan 

1. Fauzan dan 

Nurul 

Setianingrum 

(2023) 

Implementasi 

Pengelolaan Dana 

Bos Dalam 

Meningkatkan Mutu 

Pendidikan Di 

Kabupaten Jember 

 Membahas 

indikator variabel 

dana BOS 

 Objek yang 

diteliti. 

2. Monika 

Yosefa Ega 

Wele (2022) 

Pengaruh 

Akuntabilitas Dan 

Transparansi 

Pelaporan 

Pertanggungjawaban 

Keuangan Terhadap 

Pengelolaan 

Anggaran Dana BOS 

 Membahas 

indikator variabel 

akuntabilitas dan 

transparansi 

BOS. 

 Menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif yang 

bertujuan untuk 

menguji variabel 

independen. 

 Objek yang 

diteliti. 

3. Siti 

Aminatun 

Naslikhah, 

dkk 

(2022) 

Akuntabilitas Dan 

Transparansi Dalam 

Pengelolaan Dana 

Bantuan Operasional 

Sekolah Pada SDN 

Sawocangkring, 

Wonoayu, Sidoarjo 

 Menggunakan 

metode kualitatif 

deskriptif. 

 Membahas 

indikator variabel 

akuntabilitas dan 

transparansi 

BOS. 

 Objek yang 

diteliti. 

4. Reny Arinda, 

dkk (2022) 

Pengaruh 

Kompetensi Sumber 

Daya Manusia 

Partisipasi 

Masyarakat Dan 

Sistem Pengendalian 

Internal Terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan Dana 

Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) Di 

SMA Dan SMK 

 Membahas 

indikator variabel 

akuntabilitas 

dana BOS. 

 Menggunakan 

metode kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

deskriptif. 

 Objek yang 

diteliti. 

 Metode 

pengumpulan data 

dalam penelitian 

ini adalah melalui 

kuesioner. 

                                                           
27 Erna Puspitasari, dkk, “Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan 

Akuntabilitas Dana Desa,” Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi 7, no. 01 (Juni, 2019). 
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No Penulis Judul Persamaan  Perbedaan 

Negeri Di Kota 

Pekanbaru 
 Metode analisis 

data 

yang digunakan 

adalah 

menggunakan 

Partial Least 

Square (PLS). 

5. Desak Made 

Indah 

Paramitha 

Sari (2022) 

Analisis 

Akuntabilitas dan 

Transparansi 

Pengelolaan Dana 

BOS pada SLB 

Negeri 2 Denpasar 

 Membahas 

indikator variabel 

akuntabilitas, 

transparansi dan 

Bantuan 

Operasional 

Sekolah (BOS). 

 Menggunakan 

metode kualitatif 

deskriptif 

 Objek yang 

diteliti. 

 

6. Rusman dan 

Muhammad 

Yahya 

(2022) 

Analisis Prinsip 

Akuntabilitas dan 

Transparansi 

Pengelolaan Dana 

Bos pada UPT SDI 

54 Kepulauan 

Selayar 

 Menggunakan 

metode kualitatif 

deskriptif 

 Membahas 

indikator variabel 

akuntabilitas dan 

transparansi dana 

BOS. 

 Objek yang 

diteliti. 

7. Masruroh 

dan 

Somariah 

Fitriani 

(2021) 

Evaluasi 

Implementasi 

Program Bantuan 

Operasional Sekolah 

(BOS) Di SMK 

YPK Kesatuan 

Jakarta 

 Membahas 

indikator variabel 

dana bantuan 

operasional 

sekolah (BOS). 

 pendekatan 

kualitatif 

deskritif. 

 Objek yang 

diteliti. 

 Menggunakan 

metode evaluasi 

dengan model 

evaluasi 

ketimpangan. 

8. Erna 

Puspitasari, 

dkk (2019) 

Efisiensi Alokasi 

Dana Bantuan 

Operasional Sekolah 

(BOS) Pada Masa 

Pandemi Covid-19 

 Membahas 

indikator variabel 

dana bantuan 

operasional 

sekolah (BOS). 

 Metode penelitian 

yang digunakan 

yaitu studi 

kepustakaan. 

 Objek yang 

diteliti. 

 teknik analisis 

data yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

menggunakan 
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No Penulis Judul Persamaan  Perbedaan 

metode analisis isi 

(Content 

Analysis). 

9. Syerlie 

Annisa, dkk 

(2021) 

Perancangan dan 

Implementasi Sistem 

Informasi Akuntansi 

Berbasis Web Untuk 

Meningkatkan 

Transparansi dan 

Akuntabilitas 

 Membahas 

indikator variabel 

transparansi dan 

akuntabilitas. 

 Objek yang 

diteliti. 

 Menggunkan 

metode penelitian 

dan 

pengembangan 

(research and 

development) 

dengan tahapan 

menggunakan 

model waterfall. 

10. Feibi Ismail 

dan Nindy 

Sumaila 

(2020) 

Mewujudkan Prinsip 

Good Governance 

Dalam Pengelolaan 

Akuntabilitas Dana 

Desa 

 Membahas 

indikator 

variabel 

Akuntabilitas 

 Objek yang 

diteliti. 

Sumber: Diolah Peneliti 

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas bahwasanya 

Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana BOS, dengan 

adanya Akuntabilitas yang baik maka sekolah dapat dikatakan 

bertanggung jawab atas pengelolaan dana BOS. Sehingga sekolah dapat 

meningkatkan kualitas dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan, 

serta memperoloh kepercayaan dari orang tua peserta didik, masyarakat, 

dan juga pemerintah. Agar alokasi dana BOS bisa efisien maka harus 

memperhatikan dan mengutamakan prinsip manajemen keuangan yakni 

keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Secara garis 

besar persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah 

membahas indikator variabel akuntabilitas dan transparansi dana BOS 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunkan 
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observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. 

Sedangkan perbedaannya ialah sebagian menggunakan metode penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan juga teknis analisis data yang 

berbeda.  

B. Kajian Teori 

1. Teori New Public Management 

New Public Management (NPM) adalah suatu sistem manajemen 

desentralisasi dengan perangkat manajemen seperti pengawasan 

(controlling) dan perbandingan (benchmarking) yang menerapkan praktik 

kerja sektor privat ke sektor publik untuk menciptakan efisiensi dan 

efektivitas kinerja pemerintah daerah yang baik (Good Governance) 

sehingga akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari teori NPM 

yaitu memperbaiki efisiensi dan efektivitas, dan memperbaiki akuntabilitas 

kinerja.
28

 

New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik 

yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan 

paradigma New Public Management tersebut menimbulkan beberapa 

konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah tuntutan untuk 

melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetensi tender. New 

Public Management memberikan perubahan manajemen sektor publik 

yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, 

birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang 

                                                           
28Merri Anitasari, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Bengkulu,” Economics Review, (2016): 117-126. 
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fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan 

sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah 

mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara 

pemerintah dengan masyarakat.
29

 

NPM memberikan kontribusi positif dalam perbaikan kinerja 

melalui mekanisme pengukuran yang diorientasikan pada pengukuran 

ekonomi, efisiensi, dan efektivitas meskipun penerapannya tidak bebas 

dari kendala dan masalah. Masalah tersebut terutama berakar dari mental 

birokrat tradisional, pengetahuan dan keterampilan yang tidak memadai, 

dan peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan cukup peluang 

fleksibilitas pembuatan keputusan.
30

 

Prinsip New Public Management  meliputi
31

: 

a. Lebih berfokus pada manajemen, bukan kebijakan.  

b. Adanya standar yang jelas dan dilakukannya pengukuran terhadap 

kinerja yang dicapainya. 

c. Penekanan yang lebih besar pada pengendalian atas hasil (output), 

bukanpada prosedur. 

d. Pergeseran ke arah adanya tingkat persaingan yang lebih besar 

didalam sektor pelayanan publik. 

                                                           
29 Mardiasmo, Akuntansi, 79. 
30 Mardiasmo, 79. 
31 C Hood,  “A public Management for All Seasons.” Public Administration 69, (1991): 3-19. 
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e. Penekanan pada pengembangan pola-pola manajemen sebagaimana 

yang dipraktikan pada sektor swasta untuk mendukung perbaikan 

kinerja pelayanan publik. 

f. Adanya pergeseran ke arah pemecahan ke dalam berbagai unit 

organisasi yang lebih kecil dalam sektor pelayanan publik. 

g. Penekanan yang lebih besar pada disiplin dan parsimony dalam 

penggunaan sumber daya. 

Prinsip-prinsip dari NPM tersebut, meliputi: 

a. Penekanan pada manajemen keahlian manajemen profesional dalam 

mengendalikan organisasi. 

b. Standar-standar yang tegas dan terukur atas performa organisasi, 

termasuk klarifikasi tujuan, target, dan indikator-indikator 

keberhasilannya. 

c. Peralihan dari pemanfaatan kendali input menjadi output, dalam 

prosedurprosedur birokrasi, yang kesemuanya diukur lewat indikator-

indikator performa kuantitatif. 

d. Peralihan dari sistem manajemen tersentral menjadi desentralistik dari 

unit-unit sektor publik. 

e. Pengenalan pada kompetisi yang lebih besar dalam sektor publik, 

seperti penghematan dana dan pencapaian standar tinggi lewat kontrak 

dan sejenisnya. 
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f. Penekanan pada praktek-praktek manajemen bergaya perusahaan 

swasta seperti kontrak kerja singkat, pembangunan rencana korporasi, 

dan pernyataan misi. 

g. Penekanan pada pemangkasan, efisiensi, dan melakukan lebih banyak 

dengan sumber daya yang sedikit.
32

  

Pada dasarnya penerapan sistem NPM (New Public Management) 

yang di dasari pada desentralisasi mempunyai tujuh karakteristik meliputi: 

a. Manajemen profesional di sektor publik. 

b. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja. 

c. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan 

outcome. 

d. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik. 

e. Menciptakan persaingan di sektor publik. 

f. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor 

publik. 

g. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam 

menggunakan sumber daya.
33

 

2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

a. Definisi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

Menurut peraturan Menteri Pendidikan nomor 6 Tahun 2021, 

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana 

BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja 

                                                           
32 Mardiasmo, Akuntansi, 80. 
33 Mardiasmo, 80. 



33 

 

 

nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai 

pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk 

mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
34

 

Dana BOS adalah program yang diusung Pemerintah untuk 

membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran 

dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni 

berbentuk dana. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan 

sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga 

membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. 

Berdasarkan pendapat diatas BOS adalah program pemerintah 

yang diberikan kepada satuan pendidikan dasar untuk meringankan 

biaya atau pendanaan pendidikan non personalia kepada siswa tidak 

mampu dan meringankan siswa lainnya dan sebagai pelaksana 

program wajib belajar serta perluasan akses untuk upaya peningkatan 

mutu pendidikan, karena hampir seluruh biaya kegiatan siswa dapat 

memanfaatkan dana BOS tersebut. 

b. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

Secara umum tujuan BOS bertujuan untuk meringankan beban 

masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka program 

wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS 

bertujuan untuk: 

                                                           
34 Peraturan Menteri Pendidkan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional 

Sekolah Tahun 2021, 3. 
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1) Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar 

dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri 

maupun swasta. 

2) Menggratiskan seluruh siswa terhadap biaya operasional sekolah, 

kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan 

sekolah bertaraf internasional (SBI). 

3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di 

sekolah swasta.
35

 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 63 Tahun 2022 tujuan BOS Reguler adalah sebagai berikut: 

Tujuan Umum BOS Reguler: 

1) Membantu pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia Sekolah 

2) Meringankan beban biaya operasi Sekolah bagi peserta didik pada 

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat 

3) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Sekolah.
36

 

Berdasarkan pendapat diatas BOS bertujuan untuk 

meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan 

dalam rangka Program Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu, serta 

berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan 

pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah 

yang sudah memenuhi SPM.  

                                                           
35 Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 173. 
36 Peraturan Menteri Pendidkan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional 

Sekolah Tahun 2022, 3. 
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c. Bentuk Penggunaan Dana BOS 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 63 Tahun 2022 Dana BOS yang yang diterima oleh sekolah 

digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan 

pada Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana 

BOS sebagaimana dilaksanakan untuk membiayai:
37

 

1) Penerimaan peserta didik baru 

2) Pengembangan perpustakaan  

3) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler 

4) Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran 

5) Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah 

6) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan 

7) Pembiayaan langganan daya dan jasa 

8) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah 

9) Penyediaan alat multimedia pembelajaran 

10)  Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian 

11)  Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan 

lulusan  

12)  Pembayaran honor 
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d. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

Menurut peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan 

teknologi republik indonesia nomor 2 tahun 2022 teknis pengelolaan 

bos adalah sebagai berikut: 

1) Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Dana BOS 

a) Perencanaan dan penganggaran Dana BOP PAUD, Dana BOS, 

dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan sebelum Satuan 

Pendidikan menggunakan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan 

Dana BOP Kesetaraan. 

b) Perencanaan dan penganggaran Dana BOP PAUD, Dana BOS, 

dan Dana BOP Kesetaraan dituangkan dalam RKAS. 

c) RKAS sebagaimana dimaksud pada huruf b disusun untuk 1 

(satu) tahun penggunaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan 

Dana BOP Kesetaraan sesuai dengan kebutuhan Satuan 

Pendidikan untuk 1 (satu) tahun. 

d) Kebutuhan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada 

huruf c dibuat berdasarkan evaluasi dan identifikasi kebutuhan 

Satuan Pendidikan. 

e) Evaluasi dan identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud 

pada huruf d dilakukan:  

(1) Sesuai dengan pemenuhan standar nasional pendidikan; 

dan 
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(2) Dilakukan dengan melibatkan seluruh warga Satuan 

Pendidikan. 

f) Perencanaan dan penganggaran Dana BOP PAUD, Dana BOS, 

dan Dana BOP Kesetaraan Satuan Pendidikan diinput ke dalam 

aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan 

yang diselenggarakan Kementerian. 

2) Tahapan Pelaksanaan Penatausahaan Dana BOS 

a) Penggunaan dana dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sesuai 

dengan perencanaan dan penganggaran Dana BOP PAUD, 

Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan.  

b) Setiap penggunaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana 

BOP Kesetaraan oleh Satuan Pendidikan dicatat secara lengkap 

dan disertai dengan bukti-bukti pendukung, termasuk 

dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan 

barang/jasa oleh Satuan Pendidikan. 

c) Setiap penggunaan dana yang telah dilakukan oleh Satuan 

Pendidikan diinput ke dalam aplikasi rencana kegiatan dan 

anggaran Satuan Pendidikan yang diselenggarakan 

Kementerian. 

d) Penginputan penggunaan dana dalam aplikasi rencana kegiatan 

dan anggaran Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada 

angka 3 dapat dilakukan setiap waktu oleh Satuan Pendidikan. 
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3) Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban BOS 

a) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOP PAUD, Dana 

BOS, dan Dana BOP Kesetaraan berdasarkan hasil pelaksanaan 

penatausahaan Dana BOP PAUD, BOS Reguler, dan BOP 

Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf B.  

b) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a termasuk pemeriksaan dan verifikasi atas 

penyelesaian pengadaan barang/jasa dan penggunaan dana 

tahun berkenaan.  

c) Bentuk dokumen laporan dan pertanggungjawaban tercantum 

dalam aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan 

Pendidikan yang diselenggarakan Kementerian. 

d) Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 

huruf a diverifikasi, divalidasi, dan disampaikan oleh Satuan 

Pendidikan pada aplikasi rencana kegiatan dan anggaran 

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Kementerian. 

e) Satuan Pendidikan bersedia diaudit sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-perundangan terhadap laporan dan 

pertanggungjawaban dana Satuan Pendidikan.
38
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3. Akuntabilitas  

a. Definisi Akuntabilitas 

Mardiasmo menerangkan bahwa pengertian akuntabilitas 

adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan 

pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan 

segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya 

kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan 

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
39

 

b. Tujuan Akuntabilitas 

Akuntabilitas bertujuan untuk menciptakan kepercayaan 

publik terhadap sekolah. Pengelolaan manajemen sekolah yang baik 

akan berdampak pada kepercayaan publik yang baik pula. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa terciptanya kepercayaan publik 

selalu berbanding lurus dengan apa yang telah dilakukan oleh sekolah. 

Selain itu tujuan akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja sekolah 

dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikut sertakan publik dalam 

pengawasan pelayanan pendidikan, dan untuk mempertanggung 

jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik.
40

 

Berdasarkan pendapat di atas bahwa tujuan akuntabilitas 

menciptakan kepercayaan stakeholders dalam pengelolaan keuangan, 

                                                           
39 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), 20. 
40 Suci Kartika, “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 12 Makassar” (Skripsi, Universitas Bosowa, 2022), 13. 
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menetapkan tujuan dan sasaran yang tepat, dan menggunakan standar 

dalam proses dan tujuan kegiatan. 

c. Prinsip Akuntabilitas 

Sedarmayanti mengatakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas 

perlu memperhatikan Prinsip sebagai berikut: 

1) Komitmen pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakuakan 

pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 

2) Beberapa sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya 

secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Menunjukkan tringkat pencapaian tujuan dan sasaran 

yang ditetapkan. 

3) Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat 

yang diperoleh 

4) Jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator 

perubahan manajemen instansi pemerintah.
41

 

d. Indikator Akuntabilitas 

Akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai 

berikut: 

1) Tercapainya tujuan dalam pengelolaan keuangan sektor publik 

2) Adanya keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan keuangan 

sektor publik 

3) Adanya pengawasan oleh tim pelaksana. 

                                                           
41 Ririn Rusrina, “Pengaruh Nilai-nilai Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan 

keuangan Sektor Publik pada Badan Penadapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,” Pinisi 

Journal Of Art, Humanity & Social Studies, (2021): 4. 



41 

 

 

4) Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan sektor publik.
42

 

e. Manfaat Akuntabilitas 

Upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi 

dimaksudkan untuk: 

1) Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap 

organisasi 

2) Mendorong terciptanya akuntabilitas dan responsiveness 

organisasi 

3) Mendorong partisipasi masyarakat 

4) Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisiensi, 

efektif, ekonomis dan responsive terhadap aspirasi masyrakat dan 

lingkungannya 

5) Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui 

pengembangan pengukuran kinerja 

6) Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta 

peningkatan disiplin, mendorong peningkatan kualitas pelayanan 

kepada masyarakat.
43

 

4. Transparansi 

a. Definisi Transparansi 

Transparansi, Transparan berarti ada keterbukaan. Transparan 

di bidang pengelolaan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola 

                                                           
42 Ririn Rusrina, “Pengaruh Nilai-nilai Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan 

keuangan Sektor Publik pada Badan Penadapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,” Pinisi 

Journal Of Art, Humanity & Social Studies, (2021): 4. 
43 Waluyo, Manajemen Publik (Bandung: Mandar Maju, 2007), 182. 
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suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang pengelolaan keuangan 

yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan 

keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan baik itu dari 

sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan 

pertanggungjawabannya yang jelas dan dapat mempermudah pihak-

pihak yang berkepentingan untuk mengetahui dan memahami. 

Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan 

dukungan atau partisipasi orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam 

penyelenggaraan seluruh program di lembaga pendidikan. Di samping 

itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan (trust) timbal balik 

antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah 

melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam 

memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
44

 

b. Tujuan Transparansi 

Warren bennis mengemukakan bahwa tujuan transparansi, 

yaitu menciptakan keterbukaan kepada masyarakat dalam setiap 

program atau kegiatan yang dilaksanakan, mengakses informasi, 

meningkatkan kepercayaan dan kerja sama antara pengelola dan 

pemangku kepentingan.
45

 

Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling 

percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus 

                                                           
44 Siswanto, Prinsip Dan Implementasi Dalam Penggalian Pendapatan (Jakarta: Gunung 

Samudera, 2013), 13. 
45 Mahlel, dkk, “Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil,” Jurnal-EBIS 2, no. 2 (April, 

2016): 10. 
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memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. 

Sedangkan tujuan transparansi yang dapat dirasakan oleh stakeholder 

dan lembaga adalah: 

1) Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-

penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya 

kontrol sosial. 

2) Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi. 

3) Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan 

bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan 

kegiatan yang dilaksanakan. 

4) Membangun dan meningkatkan kepercayaan semua pihak dari 

keguatan yang dilaksanakan.
46

 

Berdasarkan pendapat diatas dengan adanya tujuan 

transparansi diatas maka dapat meminimalisir terjadinya 

penyelewengan atau penggelapan penggunaan dana, mencegah 

ketidak percayaan publik dan tercapainya suatu tujuan.  

c. Indikator Keberhasilan Transparansi 

Menurut IDASSA yang dikutip oleh Nico baha keberhasilan 

transparansi suatu lembaga ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut: 

1) Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi 

a) Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan 

transparansi. 
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b) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang 

jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek 

kunci dari manajemen fiskal. 

c) Adanya basis legal untuk pajak. 

d) Adanya basis legal untuk mempertanggungjawaban belanja 

dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah pajak. 

e) Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari 

masing-masing tingkatan pemerintah.  

2) Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran 

a) Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses 

anggaran. 

b) Diumumkannya setiap kebijakan anggaran. 

c) Dipublikasikannya setiap hasil laporan anggaran (yang telah 

diaudit oleh lembaga yang berwenang). 

d) Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung 

beberapa indikasi fiskal. 

e) Terbukanya informasi tentang pembelajaran aktual.  

3) Adanya audit yang independen dan efektif. 

a) Adanya lembaga audit yang independen dan efektif 

b) Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas 

c) Adanya sistem peringatan dini dalam kasus buruknya 

eksekusi atau keputusan anggaran. 
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4) Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan 

anggaran. 

a) Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan 

anggaran. 

b) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi 

dalam proses penganggaran.
47

 

Berdasarkan pendapat diatas mengenai indikator pencapaian 

transparansi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator 

pencapaian transparansi lembaga pendidikan (sekolah) dapat 

melakukan keterbukaan atas berbagai aspek pelayanan, melibatkan 

semua stakeholders dalam proses anggaran maupun kegiatan yang 

dilaksanakan sekolah, memiliki sarana untuk menyumbangkan 

aspirasi stakeholders, dan memiliki aturan dalam melaksanakan 

kegiatan. 

d. Upaya-upaya Peningkatan Transparansi 

Menurut Slamet ada delapan hal yang harus dikerjakan oleh 

sekolah untuk peningkatan transparansi yaitu sebagai berikut: 

1) Pertama, sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem 

transparansi dan akuntabilitas termasuk mekanisme 

pertanggungjawaban. 
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2) Kedua, sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem 

pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem 

pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. 

3) Ketiga, sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan 

menyampaikan kepada publik/stakeholders di awal setiap tahun 

anggaran. 

4) Keempat, menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran 

kinerja sekolah dan disampaikan kepada stakeholders. 

5) Kelima, melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan 

pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada 

publik/stakeholders diakhir tahun. 

6) Keenam, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan 

pengaduan publik. 

7) Ketujuh, menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik 

yang akan memperoleh pelayanan pendidikan. 

8) Kedelapan, memperbaharui rencana kinerja yang baru sebagai 

kesepakatan komitmen baru.
48

 

e. Manfaat Transparansi 

Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan 

kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua 

siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin 
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kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan 

memadai. 

Menurut Adrianto, beberapa manfaat penting adanya 

transparansi anggaran adalah sebagai berikut: 

1) Mencegah korupsi 

2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan 

3) Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih 

mampu „mengukur‟ kinerja lembaga 

4) Meningkatnya kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk 

memutuskan kebijakan tertentu 

5) Menguatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga 

6) Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan 

kepastian usaha.
49

 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

manfaat dari adanya transparansi merupakan suatu penerapan 

kebijakan yang dapat diawasi dan mencegah terjadinya tindak 

kecurangan atau korupsi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena dalam 

penelitian ini nantinya akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif atau 

berupa kata-kata yang tertulis. Menurut Bogdan dan Taylor di dalam 

Gunawan, kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku 

yang dapat diamati juga diarahkan pada latar dan individu secara holistik 

(utuh).
50

 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud tentang 

fenomena yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya tindakan, perilaku, 

persepsi dan lain-lain secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
51

 

Fokus peneliti dalam penggunaan penelitian kualitatif ini karena 

memudahkan peneliti dalam menggambarkan, menganalisis dan 

menyimpulkan sebuah data. Berkaitan dengan pendekatan penelitian, 

penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimaksudkan untuk 

memahami secara mendalam serta berupaya untuk menggambarkan 

bagaimana analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan 
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4. 
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operasional (BOS) pada SMK Nurul Hasan Kecamatan Grujugan Kabupaten 

Bondowoso. 

Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul 

berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. 

Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjunya dideskripsikan sehingga 

mudah dipahami oleh orang lain.
52

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi Dalam Penelitian ini adalah SMK NURUL HASAN yang 

berada di Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini 

dilakukan karena ada beberapa faktor permasalahan diantaranya ialah adanya 

keterlambatan pencairan dana bos dan juga pihak sekolah tidak memiliki 

tenaga administrasi, sehingga harus dilakukan oleh guru kelas atau guru mata 

pelajaran. 

C. Subyek Penelitian 

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut 

meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan 

informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring 

sehingga validitasnya dapat dijamin.
53

 Peneliti dalam menentukan subyek 

penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling 

adalah tenik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu 

tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga 

                                                           
52 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2021), 7. 
53 Tim Penyusun, Pedoman Penuisan Karya Ilmiah (Jember : IAIN Jember Press, 2019), 47. 
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akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.
54

 

Oleh karena itu peneliti membutuhkan informasi tentang dana BOS pada 

bagian tertentu diantaranya ialah Bapak Zainul Arifin selaku kepala sekolah, 

Bapak Faiz selaku bendahara sekolah, Bapak Syukron selaku Guru, Bapak 

Sahari selaku Guru, Bapak Hafid selaku Komite, dan Ibu Putri selaku Orang 

Tua Siswa. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
55

 Adapun 

teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik 

wawancara dan teknik dokumentasi. 

1. Observasi  

Observasi adalah kemampuan seorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan 

pancaindra lainnya.
56

 Metode observasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah observasi langsung. Dalam observasi ini, observasi digunakan 

untuk memperoleh data tambahan terkait dengan pengelolaan dana BOS.  

Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami 

proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam 

konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap 

                                                           
54 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 95-96. 
55

 Sugiyono, 104. 
56 Sugiyono, 106. 
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subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan 

peneliti dan hal- hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan 

data tambahan terhadap hasil wawancara. 

Data yang diperoleh dari proses observasi adalah mengetahui 

profil SMK Nurul Hasan, bagaimana pengelolaan dana BOS pada SMK 

Nurul Hasan serta mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi 

pengelolaan dana BOS pada SMK Nurul Hasan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan 

pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan 

tatap muka antara pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi 

(interviewer). 

Wawacara merupakan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan tanya jawab dengan pihak yang terkait untuk memperoleh 

data.
57 Wawancara dilakukan oleh kepada Kepala Sekolah, Bendahara 

Sekolah, Komite Sekolah dan guru Honorer. Wawancara dilakukan untuk 

mengetahui secara riil pengelolaan Dana BOS berdasarkan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas pada satu Sekolah Menengah Kejuruan 

yang berada di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. 

 

 

                                                           
57 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 114. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk 

memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, buku, dokumen, 

tulisan, angka dan gambar berupa laporan serta keterangan yang dapat 

mendukung penelitian.  

Dokumentasi merupakan data yang sangat penting dalam 

penelitian ini, sebagai pelengkap metode wawancara dan observasi berupa 

catatan lapangan. Dokumentasi yang terkait dalam penelitian ini adalah 

Profil perusahaan, struktur organisasi dan dokumen-dokumen lainnya 

yang menyingung tentang penelitian ini. 

E. Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dilakukan 

dalam menganalisis data. Salah satu model analisis data menurut Miles dan 

Huberman. Menurut Miles dan Hubermen ada beberapa langkah yang 

dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yaitu: 

1. Data Collection (Pengumpulan Data) 

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. 

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya 

(triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin 

berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak.  
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2. Data Reduction (Reduksi Data) 

Setelah data primer dan sekunder terkumpul dilakuan dengan 

memilah data, membuat tema-tema, mengkatagorikan, memfokuskan data 

sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan 

membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru 

pemeriksaan data kembali dan mengelompokannya sesuai dengan 

masalah yang diteliti. Setelah direduksi maka data yang sesuai dengan 

tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh 

gambaran yang utuh tentang masalah penelitian. 

3. Data Display (Penyajian Data) 

Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam 

bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam 

bentuk urairan kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah 

berurutan dan sistematis. 

4. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi) 

Meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu 

sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan 

pengurangan. Maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai 

dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan 

faktual. Dimulai dengan melakukan pengumpulan data, seleksi data, 

trianggulasi data, pengkategorian data, deskripsi data dan penarikan 

kesimpulan. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi 

disajikan dengan bahasa yang tegas untuk menghindari bias. Melakukan 
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pengkategorian secara tematik, lalu disajikan ke dalam bagian-bagian 

deskripsi data yang dianggap perlu untuk mendukung pernyataan-

pernyataan penelitian. Kesimpulan ditarik dengan teknik induktif tanpa 

mengeneralisir satu temuan terhadap temuan-temuan lainnya diperoleh 

gambaran yang utuh tentang masalah penelitian.
58

 

F. Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif diperlukan uji 

kredibilitas yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan berbagai sumber data.
59

 Dalam penelitian ini 

digunakan uji kredibilitas dengan tehnik triangulasi. Triangulasi dalam 

pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari sumber 

dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam teknik triangulasi ini 

peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas jawaban 

informan. Triangulasi Sumber ini bertujuan untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa 

sumber. 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

Untuk mengetahui proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

mulai awal hingga akhir maka perlu di uraikan tahap-tahap penelitian secara 

umum yaitu terdiri dari dua tahap. Dua tahap tersebut meliputi tahap 

penelitian.  

Pendahuluan serta pengembangan desain, dilanjutkan dengan 

                                                           
58 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 132. 
59 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 125. 
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penelitian sebenarnya. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum 

melakukan penelitian yaitu: 

Pertama, Tahap Pra Lapangan. Pada tahap ini hal-hal yang harus 

dilakukan sebelum terjun ke lapangan. Langkah pertama yaitu pengajuan 

judul skripsi kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Kiai 

Haji Achmad Siddiq Jember, kemudian pembagian dosen pembimbing bagi 

masing- masing mahasiswa. Selanjutnya konsultasi kepada dosen 

pembimbing mengenai matriks penelitian, kemudian menyusun proposal 

penelitian. Langkah selanjutnya yaitu menyusun rancangan penelitian dan 

memilih tempat penelitian yang sesuai dengan judul yang diajukan. 

Kedua, yaitu pekerjaan lapangan. Pada tahap ini peneliti diajukan 

terjun langsung ke tempat yang akan diteliti. Melakukan observasi pada 

tempat penelitian, melakukan wawancara kepada subyek penelitian yang 

telah ditentukan. 

Ketiga, Tahap pasca lapangan. Setelah tahap pengumpulan data 

selesai maka peneliti melakukan langkah selanjutnya yaitu analisis data dan 

pengolahan data. Setelah semuanya lengkap maka menuju tahap akhir yaitu  

menyusun laporan dari hasil penelitian. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

1. Profil SMK Nurul Hasan  

SMK Nurul Hasan merupakan salah satu sekolah swasta yang 

berada di naungan Yayasan Misbahul Hasan. Sekolah ini beroprasional 

pada tanggal 26 juni 2019 dengan No. SK Ijin Operasional 

P2T/990/19.08/02/VII/2019. Memiliki NPSN: 269892434 dan NSS: 

344052200751. Sekolah ini berdiri diatas luas tanah 1037m2 dan luas 

bangunan 400 m2 dengan status kepemilikan tanah/bangunan milik 

yayasan. Sekolah ini beralamat di Jl. Patirana Desa Dadapan Kecamatan 

Grujugan Kabupaten Bondowoso. Saat ini SMK Nurul Hasan dikepalai 

oleh bapak Zainul Arifin, S.Pd., M.Pd dengan 18 staf pegawai sekolah. 

Sekolah SMK Nurul Hasan memiliki Bidang Studi Keahlian Teknologi 

Informasi dan Komunikasi dengan Program Studi Keahlian Teknik 

Komputer dan Informatika serta Kompetensi Keahlian Multimedia.
60

  

2. Visi, Misi dan Tujuan SMK Nurul Hasan  

a. Visi Sekolah 

Visi sekolah adalah imajinasi moral yang dijadikan dasar atau 

rujukan dalam menentukan tujuan atau keadaan masa depan sekolah 

yang secara khusus diharapkan oleh sekolah. Visi sekolah merupakan 

turunan dari Visi Pendidikan Nasional, yang dijadikan dasar atau 

                                                           
60 SMK Nurul Hasan, “Proposal pengajuan perpanjangan ijin operasional SMK Nurul Hasan,” 11 

Juni 2022. 
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rujukan untuk merumuskan Misi. Tujuan sasaran untuk 

pengembangan sekolah dimasa depan yang diimpikan dan terus 

terjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya. 

Adapun Visi SMK Nurul Hasan, yaitu: “Menjadikan Siswa 

Produktif, Mandiri dan Profesional dalam bidang multimedia yang 

dilandasi dengan iman dan taqwa”.  

b. Misi Sekolah  

1) Membentuk siswa multimedia dengan budi pekerti luhur, akhlak 

mulia, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Memberikan pelayanan prima di bidang pendidikan teknologi 

berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

3) Melatih siswa multimedia dengan kompetensi yang tersandar 

serta memiliki kecakapan hidup yang mandiri. 

4) Menjalin kerjasama kemitraan yang harmonis dengan stake 

holder dalam rangka mengimplementasikan Link and Match. 

5) Memberdayakan dan mengembangkan seluruh potensi yang 

dimiliki untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kemandirian 

sekolah. 

6) Menerapkan suasana kerja yang kondusif dengan berwawasan 

budaya mutu. 

7) Memberdayakan dan mengembangkan sekolah berbudaya 

lingkungan. 

8) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk 
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mendukung proses pembelajaran yang optimal. 

c. Tujuan Sekolah 

1) Membimbing peserta didik dalam meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk 

hidup mandiri. 

2) Mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, 

mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di 

DU/DI sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan 

kompetensi dalam program keahlian pilihannya. 

3) Membekali peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan 

gigih dalam berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja dan 

mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang 

diminatinya. 

4) Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

iman dan taqwa agar mampu mengembangkan diri di kemudian 

hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi. 

5) Menjadi warga negara yang produktif, adaptif dan kreatif.
61
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3. Struktur Organisasi Sekolah SMK Nurul Hasan 

Tabel 4.1 

Struktur Organisasi Sekolah 

 

No Nama Guru Jabatan Mata Pelajaran 

1 Zainul Arifin, S.Pd. M.Pd Kepala Sekolah PPKN 

2 Hafid S.Pd Komite  

3 Nikcita Rizma, S.Pd Waka Kurikulum Bahasa Indonesia 

4 Moh.Faiz Najiburrahman, S.Kom Bendahara Simulasi dan 

Komunikasi Digital 

& Desain Media 

Interaktif 

5 Abdul Aziz Al‟faqih, M.Pd Guru Teknik Pengolahan 

Audio dan Video & 

Sistem Komputer 

6 Ratna Nirmala, S.S Guru Sejarah Indonesia 

7 Eka Pratiwi, S.Pd Ka.TU  

8 Abdul Wafi, S.Kom Guru Dasar Desain 

Grafis & Animasi 

2D dan 3D 

9 Wahyu Hidayat, S.Pd Guru Penjaskes  

10 Hadi Hidayat, S.Pd Guru Bahasa Inggris 

11 Moch. Hisommudin, S.Pd BK  

12 Santi Rasul Azizah, S.E Guru Produk Kreatif dan 

Kewirausahaan 

13 Yeni Ulfiah, S.Pd Staf TU Seni Budaya 

14 Deni Yuliana, S.Pd Guru Matematika  

15 Muhammad Muhyi, S.Pd Guru Fisika & Kimia 

16 Fathorrazak, M.Pd Guru PAI & Bahasa 

Madura 

17 Sahari, S.Kom Guru Komputer dan 

Jaringan Dasar & 

Pemrograman 

Dasar 

18 Mutrikah, S.Kom Guru Desain Grafis 

Percetakan 

19 Mahfud Ridlo, S.Pd Staf TU  

Sumber: Dokumen SMK Nurul Hasan 
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B. Penyajian Data dan Analisis 

1. Pengelolaan Dana BOS pada SMK Nurul Hasan 

Pengelolaan dana BOS di SMK Nurul Hasan meliputi perencanaan dana 

BOS, pelaksanaan dana BOS, dan pelaporan dana BOS dibawah ini 

merupakan penjelasannya sebagai berikut: 

a. Tahapan Perencanaan dana BOS 

Dalam pembuatan perencanaan dana BOS di SMK Nurul 

Hasan dimulai dengan pembuatan RKAS (Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Sekolah) sebagai rencana yang dirumuskan oleh satuan 

pendidikan sesuai wewenang yang ada. Dalam perencanaan keuangan 

sekolah membahas seluruh program/kegiatan dan kebutuhan sekolah. 

Program/kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan mutu 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar dan menyokong kebutuhan 

operasional sekolah. Penerapan prinsip transparansi bertujuan untuk 

membangun kepercayaan semua pihak dari rencana anggaran kegiatan 

yang akan dilaksanakan. SMK Nurul Hasan membangun kepercayaan 

dengan memberikan keterbukaan informasi dalam proses perencanaan 

kegiatan siswa setiap tahunnya. Hal tersebut dinyatakan oleh Bapak 

Zainul selaku Kepala Sekolah, beliau menyatakan: 

Dalam melakukan perencanaan anggaran itu terlebih dahulu 

kita melakukan rapat untuk membuat rencana kegiatan 

anggaran sekolah (RKAS) yang melibatkan kepala sekolah, 

bendahara BOS, komite sekolah, dan guru, sehingga dana BOS 

yang ada bisa diperuntukkan untuk kebutuhan yang dibutuhkan 

pada saat proses belajar mengajar dalam satu tahun.
62

 

                                                           
62 Zainul, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 14 Desember 2023. 
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Terkait adanya keterlibatan dan transparansi anggaran, hal tersebut 

juga dibenarkan oleh Bapak Syukron selaku Guru beliau menyatakan: 

Pada saat proses penganggaran saya juga ikut berpartisipasi 

juga, biasanya saya juga memberikan usulan kegiatan, saran 

dan kritik yang membangun.
63

 

 

Pendapat tersebut juga sejalan dengan pendapat Bapak Sahari 

beliau adalah salah satu Guru juga, beliau menyatakan: 

Meskipun pada umumnya pihak guru-guru tidak terlibat 

banyak dalam proses penganggaran ini akan tetapi sebagai 

warga sekolah guru juga diikut sertakan dalam memberikan 

usulan program atau kegiatan untuk pembuatan RKAS.
64

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam pengelolaan dana 

BOS pada aspek perencanaan yang didalamnya terdapat membuat 

rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) pada SMK Nurul Hasan 

menunjukkan bahwa Transparansi dalam perencanaan dana  BOS 

sudah berjalan cukup baik karena dalam proses pembuatan rencana 

kegiatan anggaran sekolah (RKAS) melibatkan seluruh komponen 

sekolah. 

b. Tahapan Pelaksanaan dana BOS 

Dalam pelaksanaan dana BOS pada SMK Nurul Hasan sudah 

menerapkan aturan yang berlaku dalam petunjuk teknis terdiri dari 

beberapa bagian yaitu diawali dari tahap penyaluran dana BOS, 

pengambilan dana BOS, penggunaan dana BOS, dan pembukuan dana 

BOS. 

                                                           
63 Syuron, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 14 Desember 2023. 
64 Sahari, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 14 Desember 2023. 
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1) Penyaluran dana BOS 

Penyaluran dana BOS dilakukan berdasarkan RKAS yang 

telah disetujui setelah itu menunggu waktu pencairan tiba pada 

tahun berikutnya kemudian  alokasi dana BOS pada SMK Nurul 

Hasan yang diterima dihitung berdasarkan data jumlah peserta 

didik pada Dapodik. Hal tersebut dinyatakan oleh Bapak Zainul 

selaku Kepala Sekolah, beliau menyatakan: 

Alokasi dana BOS yang diterima dihitung berdasarkan 

jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya yang 

telah ditetapkan untuk tiap jenjang pendidikan.
65

 

 

Pendapat tersebut juga sejalan dengan pendapat Bapak 

Faiz selaku Bendahara BOS SMK Nurul Hasan, beliau 

menyatakan: 

Jumlah dana BOS yang didapatkan SMK Nurul Hasan 

pada tahun 2022 berjumlah 98 orang x Rp. 1.577.000 = 

Rp. 154.546.000. Dana yang diterima oleh masing-masing 

sekolah juga bervariasi, sesuai dengan jumlah murid yang 

diajukan oleh setiap sekolah sesuai dapodik.
66

 

 

2) Pengambilan dana BOS 

Proses pengambilan dana BOS dilakukan melalui bank 

penyalur dari pemerintah pusat/daerah ke rekening sekolah. Saat 

dana BOS telah siap untuk diambil di Bank Penyalur, sekolah 

menerima dana BOS akan diberi surat pemberitahuan dari Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota. Adapun pengambilan dana BOS 

memiliki prosedur tersendiri. Hal tersebut dinyatakan oleh Bapak 

                                                           
65 Zainul, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 14 Desember 2023. 
66 Faiz, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 14 Desember 2023. 
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Zainul selaku Kepala Sekolah, beliau menyatakan: 

Kalau sudah dinyatakan dana BOS cair bisa diambil 

langsung ke Bank itu harus ada bendahara sama kepala 

sekolahnya.
67

 

 

Pendapat tersebut juga sejalan dengan pendapat Bapak 

Faiz selaku Bendahara BOS SMK Nurul Hasan, beliau 

menyatakan: 

Ketika pencairan bendahara sama kepala sekolah ke Bank 

setelah itu beli rekening Giro dulu atau yang biasa disebut 

dengan Cek setelah itu ditandatangani nominalnya berapa 

kemudian di stempel yang melakukan penarikan  itu yang 

harus tertera namanya di Bank.
68

  

 

3) Penggunaan dana BOS 

Dalam penggunaan anggaran dana BOS juga harus sesuai 

dengan rencana kegiatan anggaran sekolah yang telah 

direncanakan sebelumnya. Hal tersebut dinyatakan oleh Bapak 

Zainul selaku Kepala Sekolah, beliau menyatakan: 

Kami menggunakan anggaran dana BOS itu untuk 

kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dalam 

RKAS untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan program 

kegiatan sekolah dan membuat laporan 

pertanggungjawaban disertai dengan kwitansi sebagai 

bukti pengeluaran dana yang akan dicocokan pada saat 

pencatatan.
69

 

 

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Faiz selaku 

Bendahara BOS SMK Nurul Hasan, beliau menyatakan: 

Dalam pengelolaan anggaran dana BOS itu memang kita 

diwajibkan untuk melakukan pencatatan secara terbuka 

makanya setiap pertemuan kita memperlihatkan buku kas 

                                                           
67 Zainul, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 14 Desember 2023. 
68 Faiz, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 14 Desember 2023. 
69 Zainul, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 14 Desember 2023. 
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umum dimana setiap dana yang terpakai, dana yang masuk 

dan dana itu diperuntukan untuk apa dapat diketahui oleh 

semua guru dan semua pihak-pihak sekolah yang aktif. 

Dalam menggunakan dana BOS itu guru dan karyawan 

saling bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan sekolah 

sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya 

sehingga dapat terealisasi sesuai dengan RKAS yang telah 

direncanakan sebelumnya.
70

 

 

Pendapat tersebut juga sejalan dengan pendapat Bapak 

Sahari beliau adalah salah satu Guru, beliau menyatakan: 

Semua penggunaan dana BOS itu biasanya kita 

publikasikan melalui dokumen laporan 

pertanggungjawaban, tapi disini tidak 

mempublikasikannya lewat papan informasi akan tetapi 

apabila ada yang menanyakan tentang data tersebut pihak 

tim manajemen BOS siap memberikan data tersebut.
71

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan 

bahwa dalam pengelolaan dana BOS pada aspek pelaksanaan 

SMK Nurul Hasan menggunaan anggaran dana BOS 

dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan 

sebelumnya pada RKAS. SMK Nurul Hasan telah menerapkan 

transparansi dibuktikan dengan adanya sistem keterbukaan oleh 

seluruh guru dan semua pihak-pihak sekolah yang aktif. Pada saat 

melakukan pencatatan buku kas umum setiap dana yang terpakai 

dan dibuktikan dengan adanya kwitansi sebagai bukti pengeluaran 

dana dan dicocokan pada saat pencatatan. SMK Nurul Hasan 

tidak melakukan publikasi melalui papan informasi melainkan 

hanya publikasikan melalui dokumen laporan 

                                                           
70 Faiz, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 14 Desember 2023. 
71 Sahari, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 14 Desember 2023. 
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pertanggungjawaban akan tetapi apabila ada yang membutuhkan 

data tersebut pasti pihak manajemen BOS siap memberikannya. 

4) Pembukuan dana BOS 

Dalam pelaksanaan pembukuan dana BOS, tim belanja 

harus menyertakan bukti transaksi terhadap dana yang telah 

dikeluarkan. Bukti fisik atas adanya transaksi tersebut akan 

berguna untuk pelaporan dana BOS, sebagai pertanggungjawaban 

kepada pemerintah atas penggunaan dana yang diberikan. Hal 

tersebut dinyatakan oleh Bapak Zainul selaku Kepala Sekolah, 

beliau menyatakan: 

bahwa dalam proses pembukuan dilengkapi dengan 

adanya bukti fisik dari transaksi yang terjadi, seperti 

kwitansi dll, karena nantinya akan dimasukkan kedalam 

laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana BOS.
72

 

 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas mengenai 

tentang pengelolaan dana BOS mulai dari tahapan perencanaan, 

tahapan pelaksanaan, tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban 

dari tiga tahapan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 

dana BOS pada SMK Nurul Hasan sudah berjalan cukup baik. 

Dimana dalam pembuatan rencana anggaran kegiatan sekolah 

(RKAS) sudah melibatkan seluruh komponen sekolah, dalam 

penggunaan terealisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat, 

dalam pelaksanaan pada pembukuannya disertai dengan bukti-

bukti yang dicatat setiap transaksi. 

                                                           
72 Zainul, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 14 Desember 2023. 
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c. Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Transparansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dana 

BOS SMK Nurul Hasan terdiri dari pengawasan intern sekolah dan 

pengawasan dari ekstern sekolah. Pihak intern sekolah yang 

melakukan pengawasan adalah pengawas sekolah. Pengawas dari 

pihak ekstern sekolah adalah dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan 

Provinsi dan Pusat. Hal ini dibuktikan dengan adanya perolehan 

jawaban dari Bapak Zainul selaku Kepala Sekolah, beliau 

menyatakan: 

Memang sudah ada timnya di cabang dinas pendidikan, 

biasanya itu untuk pengawasan evaluasi penggunaan dana 

BOS selalu dilaksanakan di cabang dinas pendidikan. Biasanya 

laporan penggunaan dana tersebut diminta tiap semester oleh 

cabang dinas pendidikan.
73

 

 

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Faiz selaku 

Bendahara BOS SMK Nurul Hasan, beliau menyatakan: 

Pengawasan dilakukan oleh sekolah dan cabang dinas 

pendidikan. Pemantauan yang dilakukan dalam segi 

pelaksanaan penggunaan dana BOS dan juga melakukan 

pemantauan terkait pengecekan kesesuaian dana dengan bukti-

bukti yang ada.
74

 

 

Pendapat tersebut juga sejalan dengan pendapat Bapak M 

syukron beliau adalah salah satu Guru, beliau menyatakan: 

Biasanya yang dimonitor oleh pengawas sekolah yaitu alokasi 

dana, penyaluran dana, penggunaan dana, pelaporan dan lain-

lain yang terait dengan pengelolaan dana BOS.
75

 

 

 

                                                           
73 Zainul, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 14 Desember 2023. 
74 Faiz, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 14 Desember 2023. 
75 Syukron, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 14 Desember 2023. 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

dalam tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS dalam 

aspek pengawasan di SMK Nurul Hasan sudah sesuai indikator karena 

dengan adanya audit yang independen dan efektif yang bertujuan 

untuk memantau ketepatan dan kebenaran kegiatan yang dilakukan 

oleh sekolah sesuai dengan rencana anggaran yang telah dibuat 

sebelumnya diawal dan berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana 

BOS. 

2. Penerapan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS pada SMK 

Nurul Hasan 

Penerapan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana 

BOS di sekolah. Akuntabilitas dibutuhkan untuk  menjadikan laporan 

pengelolaan keuangan sekolah menjadi berkualitas dan dapat dipercaya. 

Penerapan prinsip akuntabilitas di dalam penelitian ini berarti 

pertanggung jawaban  terhadap penggunaan dana sekolah pemerintah. 

Sumber dana yang didapatkan oleh sekolah yaitu dana BOS (Bantuan 

Operasional Sekolah), sumber dana tersebut digunakan oleh pihak 

sekolah dalam melaksanakan program kegiatan dan kebutuhan 

operasional sekolah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Penerapan akuntabilitas dapat diliat dalam pencatatan dan 

pelaporan. Akuntabilitas dalam pencatatan dana BOS dilihat dengan 

adanya dokumentasi dan informasi dalam pengelolaan anggaran di sekolah 

diterapkan oleh SMK Nurul Hasan, hal ini disampaikan oleh Bapak Zainul 
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selaku Kepala Sekolah, beliau menyatakan: 

Setiap pengeluaran dan pemasukan dana BOS dicatat dalam buku 

kas umum dengan disertai bukti transaksi seperti kwitansi sebagai 

bukti ketika pelaporan pertanggungjawaban.
76

 

 

Lebih diperjelas lagi oleh Bapak Faiz selaku Bendahara BOS, 

beliau menyatakan: 

Disini tersedia dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

pengelolaan dana BOS seperti dukumen RKAS dan laporan 

pertanggungjawaban  anggaran kegiatan yang lengkap dengan 

adanya bukti fisik seperti kwitansi. Pencatatan penggunaan dana 

BOS juga sudah sesuai dengan arahan dan petunjuk tim BOS 

provinsi.
77

  

 

Pendapat tersebut juga sejalan dengan pendapat Bapak Syukron 

beliau salah satu Guru yang juga ikut andil dalam pengelolaan dana BOS, 

beliau menyatakan: 

Dalam melakukan pencatatan anggaran dana BOS kita harus 

menyertakan kwitansi sebagai bukti pengeluaran dana yang akan 

dicocokan pada saat pencatatan.
78

 

 

 Akuntabilitas dalam pelaporan dana BOS dibuat sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada pemerintah dan dibuat oleh tim BOS dan 

secara khusus oleh bendahara BOS. Menurut Buku Petunjuk Teknis BOS, 

laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS disampaikan setiap 

triwulan dan tahunan. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Zainul selaku 

Kepala Sekolah, beliau menyatakan: 

 Sekolah haruslah amanah serta bertanggungjawab penuh dalam 

membuat laporan sesuai dengan arahan dan petunjuk tim BOS. 

Untuk waktu pelaporan dana BOS dilakukan tiap satu triwulan dan 

juga pada akhir tahun. Laporan itu nantinya akan diberikan kepada 

                                                           
76 Zainul, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 1 Agustus 2023. 
77 Faiz, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 1 Agustus 2023. 
78 Syukron, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 7 Agustus 2023. 
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cabang dinas.
79

 

 

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Faiz selaku Bendahara 

BOS SMK Nurul Hasan, beliau menyatakan: 

Sekolah harus membuat laporan sesuai dengan arahan dan petunjuk 

tim BOS. Laporan tersebut kemudian diberikan kepada dinas, 

sekolah, yayasan dan orang tua siswa yang membutuhkan.
80

 

 

Pendapat tersebut juga sejalan dengan pendapat Bapak Sahari 

selaku Guru beliau menyatakan: 

Pelaporan dana BOS dilakukan setiap triwulan dan juga pada akhir 

tahun. Laporan penggunaan dana BOS tersebut disusun oleh tim 

manajemen BOS dan terkhusus dilakukan oleh bendahara BOS 

kemudian laporan tersebut dikirim kecabang dinas.
81

  

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SMK Nurul 

Hasan sudah cukup baik dengan adanya pembuatan dokumentasi dari 

setiap hasil anggaran kegiatan, pemberian informasi kepada pihak yang 

berkepentingan mengenai informasi anggaran sekolah dan juga kegiatan 

pelaporan untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana sudah 

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.  

3. Penerapan Transparansi dalam Pengelolaan Dana BOS pada SMK 

Nurul Hasan 

Transparansi berarti keterbukaan (open prosess) pemerintah dalam 

memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan 

sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. 

                                                           
79 Zainul, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 1 Agustus 2023. 
80 Faiz, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 7 Agustus 2023. 
81 Sahari, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 1 Agustus 2023. 
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Informasi mengenai keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dana BOS, 

merupakan salah satu prinsip yang harus dilakukan oleh pihak sekolah 

dalam menjalankan undang-undang sistem pendidikan nasional tentang 

pengelolaan dana BOS. Pengelolaan dana BOS dilaksanakan berdasarkan 

prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. 

Transparansi dalam pengelolaan keuangan di sekolah sangat dibutuhkan 

dalam rangka meningkatkan kepercayaan orang tua siswa, masyarakat 

dan pemerintah.  

Dalam melaksanakan prinsip transparansi pengelolaan dana BOS 

di SMK Nurul Hasan dikaitkan dengan program pembuatan RKAS. 

Dalam penelitian ini, transparansi pengelolaan dana BOS berarti adanya 

keterbukaan terhadap sumber keuangan dan jumlahnya, rincian, 

penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga dapat 

memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Bapak Zainul selaku Kepala Sekolah, beliau 

menyatakan: 

Dalam proses penyusunan, RKAS dibuat oleh seluruh komponen 

sekolah, biasanya kita didiskusikan terlebih dahulu butuhnya apa 

dan untuk apa saja nanti uang BOS itu akan digunakan.
82

  

 

Pendapat tersebut juga sejalan dengan pendapat Bapak Faiz 

selaku Bendahara BOS SMK Nurul Hasan, beliau menyatakan: 

Disini pihak sekolah sudah terbuka dan jujur kepada seluruh 

pihak yang berkepentingan, yaitu dengan melibatkan tim 

manajemen dana BOS dalam merencanakan RKAS dalam satu 

tahun ajaran, guru dan juga staff lainnya mengajukan kebutuhan 

                                                           
82 Zainul, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 1 Agustus 2023. 
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yang dibutuhkan sekolah selama satu tahun dan membuat daftar 

usulan anggaran kegiatan.
83

 

 

Terkait adanya keterlibatan dan transparansi anggaran, hal 

tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Hafid selaku komite  beliau 

menyatakan: 

Saya sebagai komite juga ikut andil dalam pembuatan RKAS ini 

dan juga tau bagaimana uang tersebut dibelanjakan dan untuk apa 

saja.
84

 

 

Terkait adanya keterlibatan dan transparansi anggaran, hal 

tersebut juga di sampaikan oleh ibu putri selaku orang tua murid  beliau 

menyatakan: 

Saya tidak tau masalah keuangan sekolah tetapi pada saat rapat 

wali murid sudah disampaikan terkait keuangan tersebut dan juga 

jika ingin tau lebih detail pihak sekolah siap memberikan laporan 

tersebut, tapi saya tidak begitu peduli karena tidak bayar sudah 

bersyukur hanya membayar uang infak ke yayasan saja.
85

 

 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas mengenai tentang 

transparansi dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan dana 

BOS di SMK Nurul Hasan sudah cukup baik karena sudah memenuhi 

indikator keberhasilan transparansi. Dimana dalam pembuatan rencana 

anggaran kegiatan sekolah (RKAS) sudah melibatkan seluruh komponen 

sekolah, dalam pelaksanaan pada pencatatannya disertai dengan bukti-

bukti yang dicatat di buku kas setiap transaksi, penggunaan terealisasi 

sesuai dengan rencana yang telah dibuat.  

 

                                                           
83 Faiz, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 1 Agustus 2023. 
84 Hafid, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 14 Desember 2023. 
85 Putri, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 14 Desember 2023. 
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C. Pembahasan Temuan 

1. Pengelolaan Dana BOS pada pada SMK Nurul Hasan 

Pengelolaan dana BOS di SMK Nurul Hasan meliputi 

perencanaan dana BOS, pelaksanaan dana BOS, dan pelaporan dana BOS 

dibawah ini merupakan penjelasannya sebagai berikut: 

a. Tahapan Perencanaan dana BOS 

Dalam pembuatan perencanaan dana BOS di SMK Nurul 

Hasan dimulai dengan pembuatan RKAS (Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Sekolah) sebagai rencana yang dirumuskan oleh satuan 

pendidikan sesuai wewenang yang ada. Dalam perencanaan keuangan 

sekolah membahas seluruh program/kegiatan dan kebutuhan sekolah. 

Program/kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan mutu 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar dan menyokong kebutuhan 

operasional sekolah. Penerapan prinsip transparansi bertujuan untuk 

membangun kepercayaan semua pihak dari rencana anggaran kegiatan 

yang akan dilaksanakan. 

Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Dana BOS: 

1) Perencanaan dan penganggaran Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan 

Dana BOP Kesetaraan dilakukan sebelum Satuan Pendidikan 

menggunakan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP 

Kesetaraan. 

2) Perencanaan dan penganggaran Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan 

Dana BOP Kesetaraan dituangkan dalam RKAS. 
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3) RKAS sebagaimana dimaksud pada huruf b disusun untuk 1 (satu) 

tahun penggunaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP 

Kesetaraan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan untuk 1 

(satu) tahun. 

4) Kebutuhan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c 

dibuat berdasarkan evaluasi dan identifikasi kebutuhan Satuan 

Pendidikan. 

5) Evaluasi dan identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada 

huruf d dilakukan:  

a) Sesuai dengan pemenuhan standar nasional pendidikan; dan 

b) Dilakukan dengan melibatkan seluruh warga Satuan 

Pendidikan. 

6) Perencanaan dan penganggaran Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan 

Dana BOP Kesetaraan Satuan Pendidikan diinput ke dalam aplikasi 

rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang 

diselenggarakan Kementerian.
86

 

Berdasarkan hasil lapangan SMK Nurul Hasan dalam 

melakukan perencanaan anggaran terlebih dahulu melakukan rapat 

oleh seluruh komponen sekolah dan didiskusikan terlebih dahulu 

butuhnya apa dan untuk apa saja nanti uang BOS itu akan 

digunakan.  Dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran sekolah 

(RKAS) seluruh komponen sekolah terdiri atas kepala sekolah, 

                                                           
86 Peraturan Menteri Pendidkan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional 

Sekolah Nomor 2 Tahun 2022, 2. 
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bendahara, guru-guru, komite, dan staff lainnya juga ikut andil dan 

berpartisipasi dalam penyusunan  RKAS tersebut, artinya pihak 

sekolah sudah transparan dalam aspek perencanaan. 

b. Tahapan Pelaksanaan 

Tahapan Pelaksanaan Penatausahaan Dana BOS: 

1) Penggunaan dana dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sesuai 

dengan perencanaan dan penganggaran Dana BOP PAUD, Dana 

BOS, dan Dana BOP Kesetaraan.  

2) Setiap penggunaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP 

Kesetaraan oleh Satuan Pendidikan dicatat secara lengkap dan 

disertai dengan bukti-bukti pendukung, termasuk dokumentasi 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa 

oleh Satuan Pendidikan. 

3) Setiap penggunaan dana yang telah dilakukan oleh Satuan 

Pendidikan diinput ke dalam aplikasi rencana kegiatan dan 

anggaran Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Kementerian. 

4) Penginputan penggunaan dana dalam aplikasi rencana kegiatan dan 

anggaran Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 

dapat dilakukan setiap waktu oleh Satuan Pendidikan.
87

 

Berdasarkan hasil lapangan dalam pengelolaan dana BOS 

pada aspek pelaksanaan SMK Nurul Hasan menggunaan anggaran 

                                                           
87 Peraturan Menteri Pendidkan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional 

Sekolah Nomor 2 Tahun 2022, 2. 
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dana BOS dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang sudah 

ditentukan sebelumnya pada RKAS. SMK Nurul Hasan telah 

menerapkan transparansi dibuktikan dengan adanya sistem 

keterbukaan oleh seluruh guru dan semua pihak-pihak sekolah 

yang aktif. Pada saat melakukan pencatatan buku kas umum setiap 

dana yang terpakai dan dibuktikan dengan adanya kwitansi sebagai 

bukti pengeluaran dana dan dicocokan pada saat pencatatan. SMK 

Nurul Hasan tidak melakukan publikasi melalui papan informasi 

melainkan hanya publikasikan melalui dokumen laporan 

pertanggungjawaban akan tetapi apabila ada yang membutuhkan 

data tersebut pasti pihak manajemen BOS siap memberikannya. 

c. Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban BOS: 

1) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOP PAUD, Dana 

BOS, dan Dana BOP Kesetaraan berdasarkan hasil pelaksanaan 

penatausahaan Dana BOP PAUD, BOS Reguler, dan BOP 

Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf B.  

2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a termasuk pemeriksaan dan verifikasi atas penyelesaian 

pengadaan barang/jasa dan penggunaan dana tahun berkenaan.  

3) Bentuk dokumen laporan dan pertanggungjawaban tercantum 

dalam aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan 

yang diselenggarakan Kementerian. 
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4) Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 

huruf a diverifikasi, divalidasi, dan disampaikan oleh Satuan 

Pendidikan pada aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan 

Pendidikan yang diselenggarakan Kementerian. 

5) Satuan Pendidikan bersedia diaudit sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-perundangan terhadap laporan dan 

pertanggungjawaban dana Satuan Pendidikan.
88

 

Berdasarkan hasil lapangan transparansi dalam pelaporan 

dan pertanggungjawaban dana BOS dalam aspek pengawasan di 

SMK Nurul Hasan sudah sesuai indiator karena dengan adanya 

audit yang independen dan efektif yang bertujuan untuk memantau 

ketepatan dan kebenaran kegiatan yang dilakukan oleh sekolah 

sesuai dengan rencana anggaran yang telah dibuat sebelumnya 

diawal dan berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana BOS. 

2. Penerapan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS pada SMK 

Nurul Hasan 

Penerapan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana 

BOS di sekolah. Akuntabilitas dibutuhkan untuk  menjadikan laporan 

pengelolaan keuangan sekolah menjadi berkualitas dan dapat dipercaya. 

Penerapan prinsip akuntabilitas di dalam penelitian ini berarti 

pertanggung jawaban  terhadap penggunaan dana sekolah pemerintah. 

Sumber dana yang didapatkan oleh sekolah yaitu dana BOS (Bantuan 
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Operasional Sekolah), sumber dana tersebut digunakan oleh pihak 

sekolah dalam melaksanakan program kegiatan dan kebutuhan 

operasional sekolah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Penerapan akuntabilitas dapat diliat dalam pencatatan dan pelaporan. 

Setiap penggunaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP 

Kesetaraan oleh Satuan Pendidikan dicatat secara lengkap dan disertai 

dengan bukti-bukti pendukung, termasuk dokumentasi pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan.
89

 

Berdasarkan hasil lapangan jika dikaitkan dengan aturan diatas 

dalam aspek pencatatan bahwa SMK Nurul Hasan setiap pengeluaran dan 

pemasukan dana BOS telah di catat dalam buku kas umum disertai bukti 

transaksi seperti kwitansi sebagai bukti pengeluaran dana yang akan 

dicocokan pada saat pencatatan, serta tersedia dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan pengelolaan dana BOS. Pencatatan yang dilakukan oleh 

SMK Nurul Hasan sudah sesuai dengan arahan dan petunjuk tim BOS 

provinsi. 

(1) Kepala satuan pendidikan penerimaan dana BOS harus 

menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS melalui sistem 

aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang 

disediakan kementerian. (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan 

dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling 
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lambat: 

a. Tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenan untuk penyampaian laporan 

realisasi penggunaan dana BOS Reguler tahap I 

b. Tanggal 31 Oktober tahun anggaran berkenaan untuk penyampaian 

laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler tahap II dan 

c. Tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk penyampaian 

laporan keseluruhan penggunaan dana BOS Reguler dan dana BOS 

Kinerja yang diterima dalam satu tahun anggaran.
90

 

Berdasarkan hasil lapangan jika dikaitkan dengan aturan diatas 

dalam aspek pelaporan bahwa SMK Nurul Hasan dalam membuat laporan 

sesuai dengan petunjuk tim BOS, waktu pelaporan realisasi anggaran 

dana BOS dilakukan tiap satu triwulan dan juga laporan rekapan tahunan 

kemudian laporan itu nantinya akan diberikan kepada cabang dinas.   

Mardiasmo menerangkan bahwa pengertian akuntabilitas adalah 

kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan 

pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan 

segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada 

pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan 

untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
91

 

Dapat disimpulkan penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan 

dana bantuan operasional sekolah pada SMK Nurul Hasan sudah sesuai 

dengan petunjuk teknis BOS dan teori diatas. 
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3. Penerapan Transparansi dalam Pengelolaan Dana BOS pada SMK 

Nurul Hasan 

Transparansi berarti keterbukaan (open prosess) pemerintah dalam 

memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan 

sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. 

Informasi mengenai keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dana BOS, 

merupakan salah satu prinsip yang harus dilakukan oleh pihak sekolah 

dalam menjalankan undang-undang sistem pendidikan nasional tentang 

pengelolaan dana BOS. Pengelolaan dana BOS dilaksanakan berdasarkan 

prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. 

Transparansi dalam pengelolaan keuangan di sekolah sangat dibutuhkan 

dalam rangka meningkatkan kepercayaan orang tua siswa, masyarakat 

dan pemerintah.  

Perencanaan dan penganggaran Dana BOP PAUD, Dana BOS, 

dan Dana BOP Kesetaraan dituangkan dalam RKAS. RKAS 

sebagaimana dimaksud disusun untuk 1 (satu) tahun penggunaan Dana 

BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan sesuai dengan 

kebutuhan Satuan Pendidikan untuk 1 (satu) tahun. Kebutuhan Satuan 

Pendidikan sebagaimana dimaksud dibuat berdasarkan evaluasi dan 

identifikasi kebutuhan Satuan Pendidikan. Evaluasi dan identifikasi 

kebutuhan sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan pemenuhan 
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standar nasional pendidikan; dan dilakukan dengan melibatkan seluruh 

warga Satuan Pendidikan.
92

 

Berdasarkan beberapa lapangan pada SMK Nurul Hasan 

mengenai tentang transparansi dimana dalam pembuatan rencana 

anggaran kegiatan sekolah (RKAS) sudah melibatkan seluruh komponen 

sekolah, dalam pelaksanaan pada pencatatannya disertai dengan bukti-

bukti yang dicatat di buku kas setiap transaksi, penggunaan terealisasi 

sesuai dengan rencana yang telah dibuat.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data-data yang dijelaskan diatas maka untuk memberikan 

pemahaman yang lebih singkat, tepat, dan terarah, peneliti memaparkan 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pengelolaan dana BOS pada SMK Nurul Hasan 

Pengelolaan dana BOS pada SMK Nurul Hasan sudah berjalan 

cukup baik karena sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana 

bantuan operasional sekolah, yaitu dengan adanya keterbukaan dan 

keterlibatan semua komponen sekolah yang berkepentingan diantanya 

kepala sekolah, bendahara, guru, komite sekolah, dan dinas pendidikan 

mulai dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan serta tahapan 

pelaporan dan pertanggungjawaban, namun dalam hal publikasi laporan 

penggunaan dana BOS belum sepenuhnya menerapkan prinsip 

transparansi dikarenakan pihak sekolah tidak mempublikasikan laporan 

penggunaan dana BOS ditempat umum seperti papan informasi, akan 

tetapi apabila ada yang membutuhkan pihak sekolah siap memberikan 

laporan tersebut. 

2. Penerapan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS pada SMK Nurul 

Hasan 

Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SMK 

Nurul Hasan sudah cukup baik dengan adanya pembuatan dokumentasi 
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dari setiap hasil anggaran kegiatan, pemberian informasi kepada pihak 

yang berkepentingan mengenai informasi anggaran sekolah dan juga 

kegiatan pelaporan untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan 

dana sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 

3. Penerapan Transparansi dalam pengelolaan dana BOS pada SMK Nurul 

Hasan 

Penerapan transparansi dalam pengelolaan dana BOS pada SMK 

Nurul Hasan sudah berjalan cukup baik karena sudah sesuai dengan 

petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, yaitu 

dengan adanya keterbukaan dan keterlibatan semua komponen sekolah 

yang berkepentingan diantanya kepala sekolah, bendahara, guru, serta 

komite sekolah. 

B. Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan sehubung dengan hasil 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagi SMK Nurul Hasan sebaiknya publikasi penggunaan dana BOS 

dilakukan di tempat umum seperti papan informasi agar transparansi lebih 

terbuka terhadap masyarakat sekolah dan halayak umum. 

2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa menambahkan variabel 

lain seperti efetivitas yang tidak termasuk dalam penelitian ini serta 

penentuan indikator yang lebih tepat sehingga nantinya diharapkan dana 

BOS dalam pengelolaan dan pemanfaatannya mampu memberikan 

pengaruh yang lebih besar dan kuat terhadap hasil belajar siswa. 
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